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ABSTRAK 
ASDALIVA (B 111 13 123), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan judul 
skripsi “Tanggung Jawab Perdata terhadap Korban Runtuhnya Jembatan 
Penyeberangan Orang di Pasar Minggu Jakarta Selatan’’ di bawah bimbingan 
Mustafa Bola dan Sabir Alwy. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ganti rugi terhadap korban 
runtuhnya jembatan penyeberangan orang JPO berdasarkan KUH Perdata Pasal 
1365, 1366 dan 1367 tentang perbuatan melanggar Hukum.  
 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, yaitu 
mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar 
pertanyaan yang telah disiapkan dan pengumpulan data dengan teknik observasi, 
yaitu pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara 
cermat di lokasi penelitian. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. 
 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat diketahui bahwa 
KUH Perdata Pasal 1365,1366 dan 1367 tentang perbuatan melanggar Hukum telah 
memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur agar hak-hak korban harus di 
pertanggungjawabkan yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian. Akan 
tetapi dalam pelaksanaannya hak-hak korban masih belum terpenuhi secara hukum. 
Hal ini yang kemudian mengakibatkan munculnya permasalahan-permasalahan 
yang kerap dialami oleh masyarakat penikmat fasilitas umum. Perihal tanggung 
jawab Pemerintah atas korban runtuhnya jembatan penyeberangan orang akibat 
kesalahan pemasangan reklame yang menjadi kelalaian Pemerintah terhadap 
pengawasan. Tidak adanya tanggung jawab maka tidak terpenuhinya ganti kerugian 
atas perbuatan melanggar hukum hal tersebut bertentangan dengan yang diatur 
oleh KUH Perdata Pasal 1365,1366 dan 1367 tentang perbuatan melanggar hukum.  
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ABSTRACT 
 
 
ASDALIVA (B 111 13 123), Faculty of Law Universitas Hasanuddin, with the title of 
Thesis “Tanggung Jawab Perdata terhadap Korban Runtuhnya Jembatan 
Penyeberangan Orang di Pasar Minggu Jakarta Selatan’’ Under the guidance of 
Mustafa Bola and Sabir Alwy. 
 
This study aims to find out the compensation for all victims of the collapsed 
pedestrian bridge based on the Civil Code Article 1365, 1366 and 1367 about 
unlawful acts. 
 
Data collection techniques used are interviewing techniques, which collect 
data directly through question and answer based on a list of questions that have 
been prepared and data collection by observation techniques, namely data collection 
through direct observation or careful review at the location of the study. The data 
obtained were analyzed descriptively qualitative. 
 
Based on conducting research by the writer, it can be seen that the Civil Code 
Article 1365, 1366 and 1367 about the violation of the Law has contained the 
provisions that regulate for the rights of the victim must be accounted for by mistakes 
caused by negligence. However, in the implementation of the rights of the victims still 
have not been fulfilled legally. This then resulted in the emergence of problems that 
are often experienced by public connoisseurs of public facilities. Regarding the 
responsibility of the Government for the victims of the collapsed pedestrian bridge 
due to errors in the Based on conducting research by the writer, it can be seen that 
the Civil Code Article 1365, 1366 and 1367 about the violation of the Law has 
contained the provisions that installation of billboards that became the Government's 
negligence in supervision. The absence of liability then the non-compensation for 
unlawful acts is contrary to that regulated by the Civil Code of 1365, 1366 and 1367 
on unlawful acts.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Berdasarkan tujuan negara Republik Indonesia, tercantum dalam 
Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat 
menyatakan “ kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah 
negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 
tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban 
dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. 
Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari pemerintah, dan 
ini adalah amanat konstitusi. 
Semakin banyak warga masyarakat di suatu wilayah maka semakin 
berat tanggungjawab pemerintah di dalam memberikan pelayanan umum 
untuk memenuhi hak-hak warga termasuk dalam hal ini pejalan kaki. 
Meningkatnya perpindahan manusia dan barang, yakni pemerintah  dituntut 
untuk menyediakan fasilitas umum, fasilitas penunjang laju manusia dan 
barang yang memenuhi ketentuan keselamatan bagi  pejalan kaki.  
Pejalan kaki adalah istilah dalam transportasi yang digunakan untuk 
menjelaskan orang yang berjalan di lintasan pejalan kaki baik dipinggir jalan, 
trotoar, lintasan khusus bagi pejalan kaki ataupun menyeberang jalan. 
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Para pejalan kaki ini berada pada posisi yang lemah jika bercampur 
dengan kendaraan terutama bagi pejalan kaki yang ingin menyeberangi jalan, 
secara tidak langsung aktifitas ini akan menjadikan konflik tajam dalam lalu 
lintas yaitu terjadinya tundaan lalu lintas bahkan kecelakaan.  
Sehingga prasarana bagi pejalan kaki haruslah memenuhi tingkat 
keamanan, keselamatan, kenyamanan dan mampu memperkecil tundaan 
ataupun kecelakaan lalu lintas saat menyeberang sudah pasti sangat 
dibutuhkan oleh masyarakat khususnya pejalan kaki. Salah satu upaya 
Pemerintah yang dilakukan selama ini dalam meminimalkan gangguan lalu 
lintas kendaraan dan mengurangi tingkat risiko kecelakaan bagi pejalan kaki 
didaerah perkotaan Jakarta Selatan tepatnya di Pasar Minggu adalah dengan 
membangun fasilitas-fasilitas pejalan kaki seperti trotoar sebagai jalur pejalan 
kaki dan Jembatan Penyembarangan Orang (JPO) sebagai prasarana 
penyeberangan agar pejalan kaki tidak berkonflik dengan arus lalu lintas 
kendaraan diruas jalan sehingga risiko kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 
pejalan kaki dapat dicegah.  
Adapun fasilitas yang digunakan untuk pribadi atau kepentingan dunia 
usaha yang bisa menimbulkan kerugian seperti yang terjadi selama ini di 
perkotaan yaitu fenomena pemasangan reklame dimana-mana. Salah satu 
contohnya yaitu pemasangan Reklame di Jembatan Penyeberangan Orang 
yang selanjutnya disebut (JPO) di Pasar Minggu Jakarta Selatan yang 
mengakibatkan adanya insiden ambruk atau runtuhnya JPO tersebut. 
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Tepatnya pukul 15.50 WIB hari Sabtu tanggal 24 September 2016 hujan 
lebat dan angin kencangpun mengguyur Pasar Minggu Jakarta Selatan 
sehingga mengakibatkan ambruk atau runtuhnya jembatan tersebut yang 
memakan korban luka-luka mapun korban tewas / meninggal.  
Adapun korban tewas sebanyak 4 orang :1 
(i) Aisya Zahra ( 8 tahun ) 
(ii) Abdiyu ( 4 tahun ) 
(iii) Lilis Lestari Pancawati  
(iv) Sri Hartati 
 Korban luka-luka sebanyak 5 orang : 
(i) Azikri Alkabi ( 5 tahun ) 
(ii) Ardiansyah ( 8 tahun ) 
(iii) Yanah ( 22 tahun ) 
(iv) Karima Nur Firdaus ( 23 tahun ) 
(v) Rumaisah Azizah ( 22 tahun ) 
 
Adapun dugaan penyebab ambruk atau runtuhnya JPO  itu di 
karenakan pada pemasangan papan iklan / reklame. Faktanya yang pertama 
Konstruksi Reklame menempel di railing ,kedua ketinggian reklame kurang 
lebih 3 meter hampir menutupi seluruh ruang sisi railing JPO sehingga tidak 
ada ruang untuk sirkulasi udara atau angin. Dengan adanya tekanan angin 
yang besar maka rangka railing JPO tidak kuat menahan gaya angin yang 
besar sehingga mengakibatkan railling JPO ambruk atau runtuh. 
Selain itu kondisi jembatan penyeberangan yang ada di DKI Jakarta 
khususnya di Pasar Minggu Jakarta Selatan sangat memprihatinkan dilihat 
juga pada usia jembatan tersebut sudah memasuki tahun ke 15 dari masa 
                                                          
       1 http://m.cnnindonesia.com/nasional/2016925013256- 20-160912/jumlah-korban-tewas-
JPO-ambruk-di-pasar-Minggu-bertambah/ diakses pada tanggal 4 Mei 2017  
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pembuatannya pada tahun 2002. Disisi lain keberadaan JPO ini kerap 
dipandang sebelah mata oleh pemerintah, dipandang hanya sebagai media 
iklan yang dapat memeberikan aset penerimaan pada Pendapatan Asli 
Daerah (PAD), sehingga masyarakat pun mempertanyakan apakah 
Pemerintah Daerah berniat membangun papan reklame atau JPO yang 
sesuai dengan fungsinya yang telah diatur secara jelas dalam peraturan 
Menteri Pekerjaan Umum No.19 tahun 2011 Pasal 25 paragraf 3 mengenai 
bangunan pelengkap jalan sebagai fasilitas lalu lintas dan Pasal 26 mengenai 
JPO. 
Dalam perseptif hukum, peristiwa atau kejadian diatas membawa akibat 
yang telah diatur oleh hukum yang menimbulkan hak kepada korban dan 
kewajiban kepada pihak yang bertanggungjawab akibat perbuatannya yang 
menimbulkan kerugian bagi pihak korban. Untuk melindungi dan memberikan 
ganti rugi kepada korban yang dirugikan, karena perbuatan melanggar 
hukum yang mengharuskan ganti rugi terhadap korban luka-luka maupun 
meninggal yang diatur dalam pasal 1365, 1366 dan 1367 KUH Perdata untuk 
memenuhi beban atau kewajiban sebagai akibat dari perbuatan pihak yang 
berbuat.  
Namun demikian banyak fasilitas-fasilitas pejalan kaki tersebut yang 
telah dibangun justru kurang diminati oleh pejalan kaki dengan berbagai 
alasan seperti jarak tempuh menjadi lebih jauh, keamanan dan kenyamanan 
yang tidak mendukung dan lokasi yang tidak tepat. Penyediaan JPO 
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dimaksudkan untuk mempermudah pejalan kaki untuk menyeberang jalan 
dengan aman. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa 
pemanfaatan JPO tersebut dirasakan kurang efektif dalam memecahkan 
permasalahan sirkulasi antara pejalan kaki dalam menyeberang jalan dengan 
kendaraan bermotor. Hal ini biasa dilihat pada kenyataannya bahwa JPO 
jarang dipakai dan terkadang sering disalah gunakan hanya untuk kegiatan 
duduk-duduk, tempat mangkal gelandangan serta JPO tersebut rawan 
kejahatan. 
Dari adanya kesenjangan antara harapan (das sollen) dengan 
kenyataan (das sein) sebagaimana uraian diatas dan mengingat betapa 
pentingnya JPO untuk pejalan kaki .Maka penulis akan tertarik membahas 
lebih dalam mengenai ‘‘Tanggung jawab Perdata Terhadap Korban 
Runtuhnya JPO di Pasar Minggu Jakarta Selatan’’ dalam skripsi ini. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukaan diatas, maka 
yang menjadi masalah dalam skripsi ini yaitu : 
1. Siapakah yang bertanggungjawab terhadap korban runtuhnya 
Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)  ? 
2. Bagaimana bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap korban 
runtuhnya Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) ? 
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C. Tujuan Penelitian  
Sesuai dengan latar belakang diatas, maka tujuan dari penelitian skripsi 
ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui siapakah yang bertanggungjawab terhadap korban 
runtuhnya Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)  
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan 
pertanggungjawaban terhadap korban runtuhnya Jembatan 
Penyeberangan Orang (JPO). 
 
D. Manfaat Penelitian  
 Adapun manfaat yang diharapkan dari skripsi ini yaitu : 
1. Dari segi teoretis, diharapkan dapat menjadi bahan untuk menambah 
wawasan dibidang hukum dasar khususnya mengenai 
pertanggungjawaban bagi korban runtuhnya Jembatan 
Penyeberangan Orang (JPO). 
2. Dari segi praktisi, dapat memberikan pengetahuan atau wawasan 
kepada korban mengenai pentingnya kepada siapa mereka meminta 
pertanggungjawaban, serta dapat menempuh suatu kebijakan bagi 
upaya perlindungan Hukum terhadap korban runtuhnya Jembatan 
Penyeberangan Orang (JPO). 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tinjauan Umum Tentang Dasar hukum 
1. Pengertian Peristiwa Hukum dan Akibat Hukum 
a. Peristiwa Hukum 
Peristiwa hukum atau kejadian hukum (rechtsfert atau rechtsfeit) 
hakekatnya adalah peristiwa-peristiwa dalam masyarakat yang membawa 
akibat yang diatur dalam hukum. Dengan kata lain peristiwa hukum adalah 
peristiw-peristiwa dalam masyarakat yang diakibatnya diatur oleh hukum.2 
Menurut van Apeldoorn, peristiwa hukum adalah peristiwa yang berdasarkan 
hukum yang menimbulkan atau menghapuskan hak.3 
Peristiwa hukum adalah semua peristiwa atau kejadian yang dapat 
menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan 
hukum 4 Satjipto Raharjo mengartikan peristiwa hukum sebagai suatu 
kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum 
tertentu, sehingga ketentuan-ketenuan yang tercantum di dalamnya lalu 
diwujudkan. Kata “menggerakkan hukum” diartikan sebagai “timbulnya 
kelanjutan-kelanjutan”. Artinya, adanya peristiwa hukum yang tercantum 
                                                          
       2 Titik Triwulan Tutik, 2006, Pengantar Ilmu Hukum, Prestasi Pustaka Publisher, Jakrta, 
hlm.104 
       3 Ibid,hlm.105 
       4 Soedjono Dirdjosisworo, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, PT. RajaGraf indo Persada, 
Jakarta, hlm. 130 
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dalam rumusan atau kaidah hukum, menyebabkan timbulnya kelanjutan-
kelanjutan berupa penciptaan tindakan untuk melaksanakan kaidah hukum 
yang dilanggar dalam peristiwa hukum tersebut. Di sinilah sanksi hukum 
sebagai akibat hukum akan diterapkan bagi pelaku dalam peristiwa hukum 
atau pelanggaran hukum tersebut. 5 
Berikut contoh yang relevan dengan istilah peristiwa hukum, sebab 
tidak setiap peristiwa kemasyarakatan akibatnya diatur oleh hukum seperti : 
- Peristiwa kematian seseorang. Pada peristiwa kematian seseorang 
secara wajar, dalam hukum perdata akan menimbulkan berbagai 
akibat yang diatur oleh hukum, misalnya penetapan pewaris dan ahli 
waris. Pada Pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
berbunyi “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. 
Sedangkan apabila kematian seseorang tersebut akibat 
pembunuhan, maka dalam hukum pidana akan timbul akibat hukum 
bagi si pembunuh yaitu ia harus mempertanggungjawabkan 
perbuatannya sebagaimana disebutkan pada Pasal 338 Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana bahwa ”Barang siapa dengan 
sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar atau 
pembunuhan atau doodslag, dengan hukuman penjara selama-
lamanya lima belas tahun”. 
 
Peristiwa hukum itu dapat di bedakan menjadi 2, yaitu:6 
1. Peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum; 
Peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum adalah semua 
perbuatan yang dilakukan manusia atau badan hukum yang dapat 
menimbulkan akibat hukum. Contoh peristiwa pembuatan surat 
wasiat dan peristiwa tentang penghibahan barang. 
2. Peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum atau 
peristiwa hukum lainnya adalah Peristiwa hukum yang bukan 
perbuatan subjek hukum yaitu peristiwa hukum yang terjadi dalam 
masyarakat yang bukan merupakan akibat dari perbuatan subjek 
                                                          
       5 Marwan Mas, 2011, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor,  hlm. 33-34 
       6 Ahmadi Miru, 2007, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, PT. Raja Grafindo 
Persada, Jakarta, hlm. 34 
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hukum. Misalnya, kelahiran seorang bayi, kematian seseorang dan 
daluarsa ( aquisitif yaitu kadaluarsa yang menimbulkan hak dan 
extinctief yaitu kadaluarsa yang melenyapkan kewajiban ). 
 
b. Akibat Hukum  
 
Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan 
hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun 
akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang 
oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap 
sebagai akibat hukum.7 Akibat hukum inilah yang kemudian melahirkan suatu 
hak dan kewajiban bagi para subjek hukum yang telah ditentukan oleh 
undang-undang, sehingga kalua dilanggar akan berakibat, bahwa orang yang 
melanggar itu dapatdituntut di muka pengadilan.8 
2. Pengertian Subjek dan Objek Hukum  
a. Subjek  
Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi pendukung 
hak dan kewajiban dapat juga dikatakan bahwa subjek hukum adalah 
pendukung dan kewajiban.9 Subjek hukum sendiri terdiri dari manusia dan 
badan hukum.  
Setiap manusia telah menjadi subjek hukum, sejak ia masih dalam 
kandungan ibunya, jika kepentingannya menghendakinya, kecuali jika ia 
                                                          
       7 A. Ridwan Halim, 1985, Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab, Ghalia Indonesia, 
Jakarta, hlm.30 
       8 Soedjono Dirdjosisworo, Op.Cit, hlm.131. 
       9 Achmad Ali, 2015, Menguak Tabir Hukum, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, hlm.245 
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meninggal dalam waktu dilahirkan, maka berhentinya setiap manusia menjadi 
subjek-hukum, sejak ia meninggal, hal Ini berarti tidak dikenal lagi adanya “ 
kematian perdata ” yang berakibat dicabutnya hak-hak keperdataan seorang 
manusia ketika ia masih hidup.10  
Adapun pengertian dari badan hukum dikemukakan oleh para ahli :11 
a. Menurut E. Utrecht badan hukum (recht person), yaitu badan yang 
menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, 
selanjutnya dijelaskan bahwa badan hukum adalah setiap 
pendukung hak yang tidak berjiwa atau yang lebih tepatnya bukan 
manusia. 
b. Menurut R.Subekti badan hukum pada pokoknya adalah suatu 
badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan 
melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki 
kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim. 
b. Objek  
Objek hukum menurut Pasal 499 KUH Perdata, yakni benda. Benda 
adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum atau segala 
sesuatu yang berguna bagi subjek hukum atau segala sesuatu yang menjadi 
pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum atau segala 
sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik.  
                                                          
       10 Rusli Effendy, Achmad Ali, Poppy Andi Lolo, 1991, Teori Hukum, Universitas 
Hasanuddin, Ujung Pandang, hlm. 16-17 
       11 Cidir Ali, 1999, Badan Hukum, Alumni, Bandung, hlm18 
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Kemudian berdasarkan Pasal 503-504 KUH Perdata di sebutkan 
bahwa benda dapat dibagi menjadi 2, yakni benda yang bersifat kebendaan 
(Materiekegoderan), dan benda yang bersifat tidak kebendaan 
(Immateriekegoderan). 
Dapat dibedakan atas berikut ini :12 
1. Benda berwujud dan benda tidak berwujud (Pasal 503 KUH-Perdata) 
a. Benda yang berwujud, yaitu segala sesuatu yang dapat dicapai 
atau dilihat dan diraba oleh panca indera. Contohnya rumah, meja, 
kuda, pohon kelapa, dan sebagainya. 
b. Benda tidak berwujud, yaitu segala macam benda yang tidak 
berwujud, berupa segala macam hak yang melekat pada suatu 
benda. Contoh hak cipta, hak atas merek, hak atas tanah, hak atas 
rumah, dan sebagainya. 
2. Benda bergerak dan benda tidak bergerak (Pasal 504 KUH-Perdata). 
a. Benda bergerak dan tidak bergerak, karena: 
1) Sifatnya dapat bergerak sendiri, seperti hewan (ayam, 
kerbau, kuda, ayam, kambing, dan sebagainya); 
2) Dapat dipindahkan, seperti kursi, meja, sepatu, buku, dan 
sebagainnya; 
                                                          
       12 Marwan Mas,Op.cit, hlm.26  
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3) Benda bergerak karena penetapan atau ketentuan undang-
undang, yaitu hak pakai atas tanah dan rumah, hak sero, hak 
bunga yang dijanjikan, dan sebagainya. 
b. Benda tidak bergerak, yaitu setiap benda yang tidak dapat 
bergerak sendiri atau tidak dapat dipindahkan, karena: 
1) Sifatnya yang tidak bergerak, seperti gunung, kebun, dan apa 
yang didirikan di atas tanah, termasuk apa yang terkandung 
didalamnya; 
2) Menurut tujuannya, setiap benda yang dihubungkan dengan 
yang karena sifatnya tidak bergerak, seperti watafel di kamar 
mandi, tegel (ubin), alat percetakan yang ditempatkan di 
gudang, dan sebagainya; 
3) Penetapan undang-undang, yaitu hak atas benda tidak 
bergerak dan kapal yang tonasenya / beratnya 20 M3. 
3. Pengertian Hak dan Kewajiban 
a. Hak 
Dikemukaan oleh Meijer bahwa hak merupakan sesuatu yang melekat 
pada manusia baik aspek fisik maupun aspek eksistensialnya. Bahwa posisi 
hak bukan hanya pada hukum perdata saja, melainkan juga pada semua 
hukum, hukum memang dibuat karena adanya hak.13 
                                                          
       13 Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, kencana, Jakarta, hlm. 172 
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Adapun Hak Mutlak dan Hak Relatif : 14 
a. Hak Mutlak adalah hak yang memberikan kekuasaan kepada 
seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, hak mana dapat 
dipertahankan terhadap siapapun juga, dan sebaliknya setiap 
orang juga harus menghormati hak tersebut.  
Hak mutlak dapat dibagi lagi atas : 
i. Hak asasi, yaitu hak yang dianggap telah ada bersama 
lahirnya manusia; 
ii. Hak publik mutlak, seperti hak negara untuk memungut 
pajak dari warganya; 
iii. Hak di bidang keperdataan (hak privat),antara lain hak 
marital, hak pengampuan, dan sebagainnya; 
b. Hak relatif adalah hak yang memberikan kekuasaan kepada orang 
tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut agar 
seseorang atau beberapa orang lain tertentu memberikan sesuatu, 
melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu (ketiganya 
disebut prestasi). Hak relative ini pada umumnya terdapat di bidang 
hukum perikatan.  
Kita sama-sama memaklumi bahwa hak itu ada manakala terjadi 
peristiwa hukum. Contohnya, suatu perjanjian jual beli rumah. Perjanjian jual 
beli ini dapat menimbulkan hak dan kewajiban, manakala terjadi kesepakatan 
                                                          
        14 Achmad Ali, Op.Cit, hlm.259-260 
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mengenai harga, cara pembayaran, tempat transaksi dan sebagaianya, 
antara penjual rumah dengan pembelinya. Maka dari itu apabila kita amati, 
suatu hak itu dapat timbul atas beberapa sebab:15 
(i) Adanya subyek hukum baru, baik berupa orang maupun badan 
hukum; 
(ii) Adanya perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang 
mengadakan perjanjian; 
(iii) Adanya kerugian yang diderita seorang akibat kesalahan orang 
lain; 
(iv) Seseorang telah melakukan kewajiban yang merupakan syarat 
mutlak untuk memperoleh hak itu; 
(v) Kadaluarsa yang bersifat akuisitif (acquisitief verjaring), yaitu 
yang dapat melahirkan hak bagi seseorang. 
 
Implikasi dari defenisi tentang hak di atas antara lain sebagai berikut :16 
a. Hak adalah suatu kekuasaan (power), yaitu suatu kemampuan 
untuk memodifikasi keadaan (a state of affairs). 
b. Hak merupakan jaminan yang diberikan oleh hukum, yaitu 
eksistensinya diakui oleh hukum dan penggunaannya didasarkan 
pada suatu jaminan oleh hukum sebagai suatu hal yang dapat 
diterima beserta segala konsekuensinya. 
c. Penggunaan hak menghasilkan suatu keadaan (a state of affairs) 
yang diberkaitan langsung dengan kepentingan pemilik hak. 
 
b. Kewajiban 
Antara hak dan kewajiban sebenarnya terdapat hubungan yang 
teramat erat. Hak senantiasa mencerminkan adanya kewajiban, sedangkan 
kewajiban sebaliknya mencerminkan adanya hak.17 Kewajiban adalah beban 
yang diberikan oleh hukum kepada orang atau badan hukum.  
                                                          
       15 Dudu Duswara Machmudin, 2000, Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa, Refika 
Aditama, Bandung, hlm. 53 
         16 Achmad Ali, 2011, Menguak Tabir Hukum, Ghalia Indonesia,Ciawi-Bogor, hlm. 177 
      17 Ibid, hlm.183 
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Menurut Prof. Notonagoro, Kewajiban adalah suatu beban atau 
tanggungan yang bersifat kontraktual. Dengan kata lain, kewajiban adalah 
sesuatu yang sepatutnya diberikan. Contoh: dalam jual beli, bila kita membeli 
suatu barang, maka kita wajib membayar barang tesebut.18 
Jenis-jenis kewajiban adalah:19 
- Kewajiban hukum; 
- Kewajiban alamiah; 
- Kewajiban sosial; 
- Kewajiban moral;  
Kewajiban terbagi atas :20 
a. Kewajiban mutlak dan kewajiban nibsi 
1) Kewajiban mutlak, adalah kewajiban yang tidak mempunyai 
pasangan hak. Misalnya, kewajiban yang tertuju pada diri sendiri 
yang umumnya berasal dari kekuasaan. 
2) Kewajiban nisbi, kewajiban yang disertai dengan adanya hak. 
Misalnya, kewajiban pemilik kendaraan membayar pajak, sehingga 
berhak menggunkan fasilitas jalan raya yang dibuat oleh 
pemerintah. 
b. Kewajiban publik dan kewajiban perdata 
                                                          
      18 Zainal Asikin, 2015, Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Kedua, PT. RajaGrafindo Persada, 
Jakarta,hlm.131 
       19 Ibid, 131 
       20 Marwan Mas, Op.Cit, hlm. 32 
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1) Kewajiban publik, yaitu kewajiban yang berkorelasi dengan hak-
hak publik. Misalnya, kewajiban untuk mematuhi peraturan atau 
hukum pidana. 
2) Kewajiban perdata, yaitu kewajiban yang berkorelasi dengan hak-
hak perdata. Misalnya, kewajiban yang timbul akibat dari suatu 
perjanjian. 
B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Hukum. 
1. Pengertian Tanggung Jawab 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)  umum Bahasa 
Indonesia tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala 
sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan di 
perkarakan21 atau kewajiban terhadap segala sesuatunya; fungsi menerima 
pembebanan sebagai akibat sikap tindak sendiri atau pihak lain.22  
Sedangkan dalam kamus Hukum, “tanggung jawab adalah suatu 
keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan 
kepadanya.23 Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi 
bagian hidup manusia, bahwa setiap manusia dibebani dengan tanggung 
                                                          
       21 http://.web.id/tanggungjawab, diakses tanggal 10-07-2017. 
       22 Tim Prima Pena, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Gita MediaPress, hlm.619 
       23 Zulkifly dan Jimmy, 2012, Kamus Hukum (Dictionary of Law), Grahamedia Press, 
Surabaya, hlm.369 
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jawab. Apabila  dikaji, tanggung jawab itu adalah kewajiban yang harus 
dipikul sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat.24 
Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber 
atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang 
untuk menggunakan hak atau/dan melaksankan kewajiban. Lebih lanjut 
ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik 
yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara 
memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, 
demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.25 
Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti 
keadaan menangung segala sesuatunya. Dalam kamus hukum ada dua 
istilah menunjuk pada pertanggungjawaban, yakni liability (the state of being 
responsible). Liability merupakan istilah hukum yang luas (a broad legal term) 
yang ada di dalamnya mengandung makna yang paling komperehensif, 
meliputi hampir setiap karakter risiko atau tanggungjawab, yang pasti, yang 
bergantung atau yang mungkin. Liability didefinisikan menujuk semua 
karakter hak dan kewajiban. 
Seorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika 
ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Dalam Pasal 1365 KUH Perdata, 
                                                          
       24 Ibid. 
       25 Purbacaraka, 2010, Perihal Kaedah Hukum, Citra Aditya, Bandung, hlm. 37 
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yang lazim dikenal sebagai Pasal tentang perbuatan melanggar hukum, 
mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu :26 
a) Adanya perbuatan; 
b) Adanya unsur kesalahan; 
c) Adanya kerugian yang diderita; 
d) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. 
 
Kesalahan dalam Pasal tersebut mengarah pada unsur kesalahan yang 
bertentangan dengan hukum. Pengertian “hukum” tidak hanya bertentangan 
dengan undang-undang, tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam 
masyarakat. Secara common sense , asas tanggungjawab ini dapat diteriama 
karena adil bagi yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak 
korban.27  
Sementara itu responsibility berarti hal yang dapat 
dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban dan termasuk suatu kewajiban, 
dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. 
Responsibility juga berarti kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang 
yang dilaksanakan dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas 
kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya. Dalam negara hukum, setiap 
tindakan pemerintah harus berdasarkan atas hukum, Karena dalam negara 
terdapat prinsip wetmatigheid van bestuur atau asas legalitas. Asas ini 
menentukan bahwa tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh 
                                                          
         26 Celine Tri Siwi Kristanti, 2014, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, 
Jakarta, hlm. 92. 
        27 Ibid, hlm.93  
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suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka segala macam 
aparat pemerintah tidak akan mewakili wewenang yang dapat mempengaruhi 
atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakat. 
2. Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Hukum Perdata. 
Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab 
seseorang terhadap akibat perbuatanya yang menimbulkan kerugian bagi 
pihak lain. Untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang 
dirugikan bukan karena kesalahannya maka ada ketentuan tentang 
perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1367 KUH Perdata.  
Kewajiban akan melahirkan tanggung jawab yang harus dipenuhi sesuai 
dengan kewajiban yang ada, sedangkan tanggung jawab lahir karena adanya 
suatu kerugian yang dialami masing- masing pihak. Pada fasilitas umum 
seperti JPO yang disediakan oleh Pemerintah dan Penyedia Reklame. Ini 
juga akan melahirkan sebuah tanggung jawab pada masing- masing pihak 
jika terjadi kerugian . Oleh karena itu prinsip tanggung jawab sangat penting 
dalam hal memenuhi hak dari suatu pihak yang dirugikan. 
Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum 
dapat di bedakan sebagai berikut : 28  
1. Kesalahan (lability based on fault) 
2. Praduga selalu bertanggung jawab (presumption of liability) 
3. Praduga selalu tidak bertanggung jawab ( presumption of 
nonliability) 
4. Tanggung jawab mutlak (strict liability) 
                                                          
       28 Ibid.   
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5. Pembatasan tanggung jawab (limitation of liability) 
6. Tanggung jawab renteng (Vicarious Liability) 
 
1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan. 
Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (fault liability atau 
liability based on fault) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam 
hukum pidana dan perdata. Dalam kitab undang- undang hukum perdata, 
khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh.  
Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang lazim dikenal 
sebagai Pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan 
terpenuhinya empat  unsur pokok, yaitu:  
a. adanya perbuatan; 
b. adanya unsur kesalahan; 
c. adanya kerugian yang diderita; 
d. adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan 
kerugian. 
 
Selanjutnya dalam Pasal 1366 mengatur bahwa:  
“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang 
disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang 
disebabkan karena kelalaian atau kurang hati- hatinya.” 
 
Pasal ini menunjukkan luasnya tanggung jawab bagi orang yang 
melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dia tidak hanya 
bertanggung jawab atas kerugian terhadap akibat yang ditimbulkan dari 
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suatu perbuatan yang secara aktif dilakukannya, tetapi juga bertanggung 
jawab atas kerugian akibat kelalaian atau kurang hati- hatinya.29 
Dalam Pasal 1367 KUH Perdata mengatur bahwa : 
“Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan 
karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang 
disebabkan karena perbuatan orang- orang yang menjadi 
tanggungannya, atau disebabkan oleh barang- barang yang berada di 
bawah pengawasannya”  
 
Tanggung jawab yang diatur dalam Pasal ini adalah tanggung jawab 
atas kesalahan orang lain yang ada dibawah tanggung jawabnya. Jadi 
sebenarnya dalam Pasal ini dapat dikatakan menganut tanggung jawab 
risiko, atau tanggung jawab tanpa kesalahan, walaupun tanggung jawab 
risiko tersebut dibatasi hanya jika yang melakukan kesalahan yang 
mengakibatkan kerugian tersebut adalah orang di bawah tanggung 
jawabnya.30 
2. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab  
Prinsip ini mengatur, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab 
(presumption of liability principle), sampai ia dapat membuktikan  bahwa ia 
tidak bersalah, jadi beban pembuktian ada pada si penggugat.31 Prinsip ini 
mengatur bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (presumption 
of liability principle), sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. 
                                                          
       29 Ahmadi Miru & Sakka Pati, 2011, Hukum Perikatan (penjelasan Makna 1233-
1456 Bw ). Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 97 
       30 Ibid, hlm.97-98  
       31 Celina Tri Siwi Kristiyanti. Op. Cit. hlm. 94 
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Kata “dianggap” pada prinsip “presumption of liability” adalah penting, karena 
ada kemungkinan tergugat membebaskan diri dari tanggung jawab, yaitu 
dalam hal ia dapat membuktikan bahwa ia telah “mengambil” semua 
tindakan yang diperlukan untuk menghindarkan terjadinya kerugian.  
Dalam prinsip ini, beban pembuktiannya ada pada si tergugat. Dalam 
hal ini tampak beban pembuktian terbalik (omkering van bewijslast). Hal ini 
tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (presumption 
of innocence). Namun jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak 
asas demikian cukup relevan. Dalam UUPK ditegaskan pada Pasal 19, 22, 
dan 23. Jika digunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk 
membuktikan kesalahan itu ada pada pihak pelaku usaha yang digugat. 
Tergugat harus menghadirkan bukti-bukti bahwa dirinya tidak bersalah. 
Tentu saja konsumen tidak dapat sekehendak hati mengajukan gugatan. 
Posisi konsumen sebagai penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh 
pelaku usaha, jika ia gagal menunjukkan kesalahan tergugat. 32  
3. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab  
Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip yang kedua, prinsip praduga 
untuk tidak selalu bertanggung jawab (presumption nonliability principle)  
hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas. 
Contoh dari penerapan prinsip ini adalah pada hukum pengangkutan. 
Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin atau bagasi tangan, yang 
                                                          
       32 Ibid,  hlm.95  
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biasanya dibawa dan diawasi oleh penumpang (konsumen) adalah tanggung 
jawab dari penumpang. Dalam hal ini pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat 
dimintakan pertanggungjawabannya.  
Pihak yang dibebankan untuk membuktikan kesalahan itu ada pada 
konsumen33.  
4. Prinsp Tanggung Jawab Mutlak  
Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) sering diidentikkan 
dengan prinsip tanggung jawab absolut (absolute liability). Kendati demikian 
ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas. Ada 
pendapat yang mengatur, strict liability adalah prinsip tanggung jawab yang 
menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada 
pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari 
tanggung jawab, misalnya pada keadaan force majeure. Sebaliknya absolute 
liability adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada 
pengecualiannya.34  
Menurut R.C, Hoeber et.al., biasanya prinsip tanggung jawab mutlak ini 
diterapkan karena (1) konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk 
membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi 
yang kompleks; (2) diasumsikan produsen lebih dapat mengantisipasi jika 
sewaktu- waktu ada gugatan atas kesalahannya misalnya dengan asuransi 
                                                          
      33 Ibid. hlm.95-96  
      34 Ibid.   
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atau dengan menambahan komponen biaya tertentu pada harga produknya; 
(3) asas ini dapat memaksa produsen lebih hati- hati.35  
5. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan  
Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (limitation of liability 
principle) ini sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai 
klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Prinsip 
tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara 
sepihak oleh pelaku usaha. Dalam UU No. 8 Tahun 1999 seharusnya pelaku 
usaha tidak boleh secara sepihak menetukan klausula yang merugikan 
konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika ada 
pembatas mutlak harus berdasarkan pada peraturan perundang- undangan 
yang jelas.36  
6. Tanggung jawab Renteng (Vicarious Liability). 
Tanggung Renteng adalah joint and several liability yaitu tanggung 
jawab para debitur baik bersama-sama, perseorangan, maupun khusus salah 
seorang di antara mereka untuk menanggung pembayaran seluruh utang 
pembayaran salah seorang debitur mengakibatkan debitur yang lain terbebas 
dari kewajiban membayar utang. 
 
 
                                                          
      35 Ibid. hlm 97   
       36 Ibid. hlm. 97-98   
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3. Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum 
Ganti rugi karena perbuatan melanggar hukum diatur dalam Pasal 1365 
KUH Perdata yang berbunyi : 
“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada 
orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan 
kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” 
 
Ganti rugi karena perbuatan melanggar hukum adalah bentuk ganti rugi 
yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada 
pihak yang dirugikan.37 
Dalam sejarah hukum “perbuatan yang bertentangan dengan hukum” 
yang disebutkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata telah diperluas 
pengertiannya menjadi: membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu 
(melalaikan sesuatu) yang :38 
a. Melanggar hak orang lain 
b. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari yang melakukan 
perbuatan itu. 
c. Bertentangan dengan baik kesusilaan maupun asas-asas 
pergaulan kemasyarakatan mengenai kehormatan orang lain atau 
barang orang lain. 
 
Perbuatan melanggar hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas 
dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melanggar hukum tidak 
hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang 
pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-
                                                          
       37 Salim HS, 2003, Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontak), SinarGrafika, 
Jakarta, hlm.100 
      38 C.S.T.Kansil, 2010,  Latihan Ujian Pengantar Ilmu Hukum,Sinar Grafika, Jakarta, hlm 
54  
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undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak 
tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melanggar hukum 
bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti kerugian kepada pihak 
yang dirugikan.39  
Di samping itu, diliat dari jenis konsekuensi dari perbuatan melanggar 
hukum, khususnya perbuatan melanggar hukum terhadap tubuh orang, maka 
ganti kerugian dapat diberikan jika terdapat salah satu dari unsur-unsur 
sebagai berikut.40 
a. Kerugian secara ekonomis, misalnya pengeluaran biaya 
pengerbanan dan rumah sakit. 
b. Luka atau cacat terhadap tubuh korban. 
c. Adanya rasa sakit secara fisik. 
d. Sakit secara mental, seperti stress, sangat sedih, rasa 
bermusuhan yang berlebihan, cemas, dan berbagai gangguan 
mental/jiwa lainnya. 
 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membedakan dengan jelas 
antara perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari 
undang-undang. Akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari perjanjian 
memang dikehendaki oleh para pihak, karena memang perjanjian didasarkan 
atas kesepakatan yaitu persesuaian kehendak antara para pihak yang 
membuat perjanjian. Sedangkan akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari 
                                                          
       39 Rachmat Setiawan, 1982, Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum, Alumni, 
Bandung, hlm. 15 
      40 Gideon Tandungan,  2015, Hak Keluarga Korban Menuntut Ganti Kerugian Atas Kasus 
Pembunuhan. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
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undang-undang mungkin tidak dikehendaki oleh para pihak, tetapi hubungan 
hukum dan akibat hukumnya ditentukan oleh undang-undang.41  
Pada Pasal 1366 menyebutkan bahwa :  
“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian 
yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang 
disebabkan kelalaian atau kurang hati-hati”. 
 
Dalam Pasal 1366 KUH Perdata lebih mengarah pada tuntutan 
pertanggungjawaban yang diakibat oleh kesalahan karena kelalaian. Sesuai 
dengan yang dicantumkan dalam Pasal tersebut, untuk membuktikan adanya 
suatu perbuatan melawan hukum, terdapat empat elemen yang harus 
diajukan yaitu: Perbuatan, kesalahan, kerugian, dan pertanggungjawaban. 
Maka yang dimaksud perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang 
melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang, yang karena kesalahanya 
itu telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. 
Pada Pasal 1367 menyebutkan bahwa : 
“Seorang tidak saja bertanggung-jawab untuk kerugian yang 
disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk 
kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang 
menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh orang-orang yang 
berada di bawah pengawasannya.” 
 
Berdasarkan kutipan pasal tersebut di atas, secara umum memberikan 
gambaran mengenai batasan ruang lingkup akibat dari suatu perbuatan 
melawan hukum. Akibat perbuatan melawan hukum secara yuridis 
                                                          
       41 Suharnoko, 2004, Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus,  Kencana, Jakarta, hlm. 
115 
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mempunyai konsekwensi terhadap pelaku maupun orang-orang yang 
mempunyai hubungan hukum dalam bentuk pekerjaan yang menyebabkan 
timbulnya perbuatan melawan hukum. Jadi, akibat yang timbul dari suatu 
perbuatan melawan hukum akan diwujudkan dalam bentuk ganti kerugian 
terehadap korban yang mengalami. 
Untuk dapat mengganti kerugian, maka kerugian tersebut harus 
merupakan akibat dari perbuan melanggar hukum. Hal ini berarti bahwa 
untuk menuntut ganti kerugian, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:42 
1) Ada perbuatan melanggar hukum;  
2) Ada kerugian; 
3) Ada hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dan 
kerugian; dan  
4) Ada kesalahan. 
 
Penjelasan bagi masing-masing unsur dari perbuatan melawan hukum, 
adalah sebagai berikut : 
1.  Adanya suatu perbuatan 
Perbuatan positif yang dalam bahasa Belanda disebut daad 
(Pasal 1365 KUHPerdata) dan perbuatan negative yang dalam 
bahasa aslinya yaitu nalatigheid (kelalaian) atau 
onvoorzigtigheid (kurang hati-hati) seperti ditentukan dalam 
Pasal 1366 KUHPerdata. Dengan demikian Pasal 1365 
KUHPerdata untuk orang yang betul-betul berbuat sedangkan 
Pasal 1366 KUHPerdata untuk orang yang tidak berbuat. 
                                                          
      42 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, Edisi Revisi,     
PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 134 
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Pelanggaran kedua Pasal ini mempunyai akibat hukum yang 
sama, yaitu mengganti kerugian. 
2.  Perbuatan tersebut melawan hukum 
Mahkamah Agung Belanda sebelum tahun 1919 
merumuskan perbuatan melawan hukum sebagai suatu 
perbuatan yang melanggar hak orang lain atau jika orang 
berbuat bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri43 
Dalam rumusan tersebut yang harus dipertimbangkan 
hanya hak dan kewajiban hukum berdasarkan undang-undang. 
Perbuatan itu harus melanggar hak orang lain atau 
bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang 
diberikan oleh undang-undang.  Dengan demikian melawan 
hukum (onrechtmatige) sama dengan melanggar
 undang-undang (onwetmatig). Ini merupakan penafsiran 
yang sempit mengenai perbuatan melawan hukum. 
Mahkamah Agung Belanda (Hoge Raad /HR) sejak tahun 
1919 telah meninggalkan penafsiran yang sempit dan 
menganut paham yang luas mengenai perbuatan melawan 
hukum. Dalam rumusan tersebut ternyata  unsur  
kesusilaan  telah  dimasukan  dalam  lapangan  hukum, 
sehingga perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan 
atau kesopanan dapat juga diberantas dengan jalan hukum 
berdasarkan perbuatan melawan hukum Pasal 1365 
                                                          
43 Abdulkadir Muhammad, 2000, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bhakti, 
Bandung, 2000, hlm. 252 
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KUHPerdata.44 Dengan demikian sejak tahun 1919, unsur 
melawan hukum diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, 
yakni meliputi hal-hal sebagai berikut :45 
a) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku 
b) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, 
atau 
c) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si 
pelaku, atau 
d) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode 
zeden), atau 
e) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik 
dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan 
orang lain. 
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku 
Pengertian kesalahan di sini adalah pengertian dalam 
hukum perdata, bukan dalam hukum pidana. Kesalahan 
dalam Pasal 1365 KUHPerdata mengandung semua gradasi 
dari kesalahan dalam arti sengaja sampai pada kesalahan 
dalam arti tidak sengaja (lalai). 
Pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan adanya 
kesalahan dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka 
                                                          
44 Ibid, hlm 255 
45 Munir Fuady, Op.Cit, hlm.11 
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perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur-unsur 
kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum 
mengandung unsur kesalahan sehingga dimintakan 
tanggung jawab secara hukum jika memenuhi unsur-unsur 
sebagai berikut :46 
a) Ada unsur kesengajaan, 
b) Ada unsur kelalaian (culpa) 
c) Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf 
(rechtvaardigingsgrond), seperti keadaan overmacht, 
membela diri, tidak waras dan lain-lain. 
 
Dalam perkembangannya terjadi perbedaan pendapat 
diantara ahli hukum, mengenai perlu tidaknya 
dipersyaratkan unsur kesalahan di samping unsur melawan 
hukum. Dalam suatu perbuatan melawan hukum, apakah 
tidak cukup dengan unsur melawan hukum saja. Dalam 
prakteknya terdapat tiga aliran, yaitu : 
1) Aliran yang menyatakan cukup hanya unsur melawan 
hukum saja Aliran ini menyatakan bahwa unsur melawan 
hukum terutama dalam arti yang luas, sudah inklusif unsur 
kesalahan di dalamnya, sehingga tidak diperlukan lagi unsur 
                                                          
46 Ibid, Munir Fuady, hlm. 12 
 
 32 
kesalahan terhadap suatu perbuatan melawan hukum. Di 
Belanda penganut aliran ini adalah Van Oven. 
2) Aliran yang menyatakan cukup hanya unsur kealahan saja 
Sebaliknya aliran ini menyatakan bahwa dengan unsur 
kealahan, sudah mencakup juga unsur perbuatan melawan 
hukum di dalamnya, sehingga tidak diperlukan lagi unsur 
melawan hukum, terhadap suatu perbuatan melawan hukum, 
penganutnya misalnya Van Goudever. 
3) Aliran yang menyatakan diperlukan, baik unsur 
melawan hukum maupun unsur kesalahan. Aliran ketiga 
mengajarkan bahwa suatu perbuatan melawan hukum meski 
mensyaratkan unsur melawan hukum dan unsur kealahan 
sekaligus, karena dalam unsur melawan hukum saja belum 
tentu mencakup unsur kesalahan. Penganut aliran ini 
misalnya Meyers. 
4. Adanya kerugian bagi korban 
Akibat perbuatan melawan hukum adalah timbulnya kerugian 
bagi korban, kerugian tersebut harus diganti oleh orang-orang 
yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian 
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tersebut. segi yuridis, konsep ganti rugi dalam hukum dikenal 
doktrin 2 (dua) bidang hukum, yaitu : 
1) Konsep ganti rugi karena wanprestasi kontrak 
2) Konsep  ganti  rugi  karena  perikatan  berdasarkan  
undang-undang 
termasuk ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Bentuk 
ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal 
oleh hukum adalah sebagai berikut :47 
a) Ganti rugi nominal 
b) Ganti rugi kompensasi 
c) Ganti rugi penghukuman. 
 
Penjelasan untuk masing-masing kategori tersebut, yaitu : 
a)  Ganti rugi nominal 
Jika ada perbuatan melawan hukum yang serius, 
seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, 
tetapi tidak menimbulkan kerugian nyata bagi korban, 
maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang 
tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung 
berapa sebenarnya kerugian tersebut. Inilah yang disebut 
dengan ganti rugi nominal. 
b)  Ganti rugi kompensasi 
Ganti rugi kompensasi merupakan ganti rugi 
yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan 
sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh 
pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. 
Karena itu ganti rugi seperti ini disebut juga dengan ganti 
rugi aktual. Misalnya ganti rugi atas segala biaya yang 
dikeluarkan oleh korban, kehilangan keuntungan/gaji, 
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sakit dan penderitaan, termasuk penderitaan mental 
seperti stress, malu, jatuh nama baik dan lain-lain. 
c)  Ganti rugi penghukuman 
Ganti rugi penghukuman merupakan suatu ganti 
rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah 
kerugian yang sebenarnya. Besarnya ganti rugi tersebut 
dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku. Ganti rugi 
penghukuman ini layak diberikan kepada kasus-kasus 
kesengajaan yang berat atau sadis. Misalnya diterapkan 
terhadap penganiayaan berat atas seseorang tanpa rasa 
perikemanusiaan. 
 
        Sejak tahun 1919, Hoge Raad mulai menafsirkan Perbuatan Melawan 
Hukum dalam arti luas pada perkara  Lindenbaum v. Cohen dengan 
mengatakan Perbuatan Melawan Hukum harus diartikan sebagai berbuat 
atau tidak berbuat yang bertentangan dengan:48 
1. Hak Subyektif orang lain. 
2. Kewajiban hukum pelaku. 
3. Kaedah kesusilaan. 
4. Kepatutan dalam masyarakat 
 
       Pertanggungjawaban yang harus dilakukan berdasarkan perbuatan 
melawan hukum ini merupakan suatu perikatan yang disebabkan dari 
undang-undang yang mengaturnya (perikatan yang timbul karena undang-
undang). 
                                                          
       48 Setiawan, 1987, Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum dan Perkembangan 
dalam Yurisprudensi, Varia Peradilan No. 16 Tahun II, hlm. 176 
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        Pada ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori perbuatan melawan hukum, 
yaitu sebagai berikut: 
1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan 
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan 
maupun kelalaian). 
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian. 
 
       Bila dilihat dari model pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata tentang perbuatan melawan hukum lainnya, dan seperti juga di 
negara negara dalam sistem hukum Eropa Kontinental, maka model 
tanggung jawab hukum di Indonesia adalah sebagai berikut: 
1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), 
seperti terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
Indonesia. 
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian 
seperti terdapat dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
Indonesia. 
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas 
seperti dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
Indonesia. 
 
Jadi, kelalaian pada dasarnya adalah perbuatan melanggar hukum 
yang dapat dimintai pertanggungjawabannya, jika ia dalam pembuktiannya 
memenuhi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum dan terbukti karena 
kelalaianya tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain. 
Beberapa definisi lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan 
melawan hukum adalah sebagai berikut :49 
                                                          
       49 Munir Fuady, Op.Cit, hlm. 3-4.  
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(i) Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajiban sendiri selain 
dari kewajiban kotraktual atau kewajiban quasi contractual yang 
menerbitkan hak untuk mengganti rugi.  
(ii) Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan 
timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu 
hubungan hukum, di mana perbuatan atau tidak berbuat tersebut 
baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun bisa juga 
merupakan suatu kecelakaan. 
(iii) Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, 
kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya 
dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat 
dimintakan suatu ganti rugi. 
(iv) Suatu kesalahan perdata (civil wrong) terhadap mana suatu ganti 
kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi 
terhadap kontrtak, atau wanprestasi terhadap kewajiban trust, 
ataupun wanprestasi terhadap kewajiban equity lainnya. 
(v) Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap 
kontrak, atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang 
merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang 
tidak terbit dari hubungan kontraktual.  
(vi) Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara 
bertentangan dengan hukum  melanggar hak orang lain yang 
diciptakan oleh hukum, dan karenanya suatu ganti rugi dapat 
dituntut oleh pihak yang dirugikan. 
(vii) Perbuatan melawan hukum bukan suatu kontrak, seperti juga 
kimia bukan suatu fisika atau matematika. 
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C. Tinjauan Umum Tentang Korban 
1. Pengertian Korban 
Mengenai pengertian korban itu sendiri seperti yang tercantum dalam 
Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan 
Saksi dan Korban (selanjunya disebut dengan UU No.13 Tahun 2006) yang 
mengatur bahwa korban adalahh seseorang yang mengalami penderitaan 
fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak 
pidana.50  
Korban juga didefinisikan oleh Van Boven yang merujuk kepada 
Deklarasi Prinsip-prinsip keadilan bagi korban kejahatan dan penyalah 
gunaan kekuasaan sebagai berkut : 
Orang yang secara individu maupun kelompok telah menderita 
kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, pederita emosional, 
kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak 
dasarnya, baik karena tindakan (by act) maupun karena kelalaian (by 
omission).51 
 
Dalam pengertian di atas tampak bahwa istilah korban tidak hanya 
mengacu kepada perseorangan saja melainkan mencakup juga kelompok 
dan masyarakat. Pengertian diatas juga merangkup hampir semua jenis 
penderitaan yang diderita oleh korban, penderita disini tidak hanya terbatas 
pada kerugian ekonomi, cedera fisik maupun mental juga mencakup pula 
                                                          
       50 Titon Slamet Kurnia, 2010, Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM 
di Indoesia, dalam Rena Yuliia, Viktimilogi, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.49 
       51 Theo van Boven, 2010, Mereka yang Menjadi Korban, dalam Rena Yulia, Viktimologi, 
Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.50 
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derita-derita yang dialami secara emosiaonal oleh para korban, seperti 
mengalami trauma. Mengenai penyebabnya ditunjukkan bukan hanya 
terbatas pada perbuatan yang sengaja dilakukan tetapi juga meliputi 
kelalaian.52 
Korban menurut Arif Gosita adalah mereka yang menderita jasmaniah 
dan rohaniah sebagai aibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan 
kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan 
kepentingan hak asasi yang dirugikan.53 
Pengelompokan korban menurut Sellin dan Wolfgang dibedakan 
sebagai berikut:54 
i. Primary victimization, yaitu korban berupa individu atau 
perorangan (bukan kelompok). 
ii. secondary victimization, yaitu korba kelompok, misalnya badan 
hukum. 
iii. Tertiary victimization, yaitu korban masyarakat luas. 
iv. No victimization, yaitu korban yang tidak dapat diketahui misanya 
konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu produksi. 
 
Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa secara luas 
pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita 
langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan 
yang dapat diklasifikasikan sebagai korban. Yang dimaksud korban tidak 
                                                          
       52 Ibid, 
      53 Arif Gosita, 1993, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, hlm. 63 
      54 Op.Cit, Rena Yulia, hlm.54 
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langsung di sini seperti, istri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, 
orang tua yang kehilangan anaknya, dan lainnya. 
1. Hak-hak Korban 
Dilihat dari hak dan kepentingan korban dalam konsep ganti kerugian 
terkandungan dua manfaat yaitu pertama, untuk memenuhi kerugian material 
dan segala biaya yang telah dikeluarkan, dan kedua merupakan pemuasan 
emosional korban. Sedangkan diliat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban 
mengganti kerugian dipandang sebagai sesuatu yang konkrit dan langsung 
berkaitan dengan kesalahan yang patut diperbuat. 
Adapun hak-hak para korban menurut Van Boven adalah hak untuk 
tahu, hak atas keadilan dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang 
menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik materi maupun nonmateri bagi 
para korban pelanggaran hak asasi manusia. Hak-hak tersebut telah terdapat 
dalam berbagai instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional 
maupun pengadilan regional hak asasi manusia.55 
Menurut Arif Gosita hak-hak korban itu mencakup:56 
a. Mendapat ganti kerugian atas penderitaannya. Pemberi ganti 
kerugian tersebut harus sesuai dengan kemampuan memberi ganti 
kerugian pihak pelaku dan taraf keterlibatan pihak korban dalam 
terjadinya kejahatan dan delikuensi tersebut. 
b. Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi 
restitusi Karena tidak memerlukannya). 
                                                          
       55 Op.Cit, Theo Van Boven, dalam Rena Yulia. 
      56 Op.Cit, Arif Gosita, dalam Rena Yulia, hlm.55 
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c. Mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak 
korban meninggal dunia karena tindakan tersebut. 
d. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi. 
e. Mendapat hak miliknya kembali. 
f. Mendapat perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor 
dan menjadi saksi. 
g. Mendapat bantuan penasihat hukum. 
h. Mempergunakan upaya hukum (rechtmidden). 
 
Mengacu pada Declaration of Basic Principals of Justice for Victims of 
Crime and Abuse of Power oleh PBB, maka beberapa bentuk hak dan 
perlindungan korban, yaitu:57 
a. Ganti kerugian  
Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian 
terkandung dua manfaat yaitu pertama, untuk memenuhi kerugian 
material dan segala biaya yang telah dikeluarkan, dan kedua 
merupakan pemuasan emosional korban. Sedangkan dilihat dari sisi 
kepentingan pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai 
suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai sesuatu 
yang konkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat 
pelaku. Gelaway merumuskan lima tujuan dari kewajiban mengganti 
kerugian, yaitu:58 
- Meringankan penderitaan korban  
- Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan. 
                                                          
       57 Pasal 1 angka 6 UU Perlindungan Saksi dan Korban 
       58 Ibid 
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- Sebagai salah satu cara merahabilitasi terpidana. 
- Memepermudah proses peradilan 
- Dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk 
tindakan balas dendam. 
b. Restitusi (restitution) 
Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap 
akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya 
adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolak ukur 
yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi tidak mudah dalam 
merumuskannya. Hal ini tergantung pada status sosial pelaku dan 
korban. Dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, 
akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi, dan 
sebaliknya jika status korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan 
harkat serta nama baik akan lebih diutamakan. 
c. Kompensasi  
Kompensasi merupakan bentuk santunan dapat dilihat dari aspek 
kemanusiaan dan hak-hak asasi. Adanya gagasan mewujudkan 
kesejahteraan sosial masyarakat dengan berlandaskan pada komitmen 
kontrak sosial dan solidaritas sosial yang menjadikan masyarakat dan 
negara bertanggungjawab dan berkewajiban secara moral untuk 
melindungi warganya, khususnya mereka yang mengalami musibah 
sebagai korban kejahatan. Kompensasi sebagai bentuk santunan uang 
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sama sekali tidak tergantung bagaimana berjalannya proses peradilan 
dan putusan yang dijatuhkan, bahkan sumber dana untuk itu diperoleh 
dari pemerintah atau dana umum. 
2. Pengertian Perlindungan Hukum  
Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa 
Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian negara menjamin hak-
hak hukum warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum dan 
perlindungan hukum akan menjadi hak bagi setiap warga negara. 
Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan 
pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain 
dan perlindungan itu diberikan kepada masyrakat agar dapat menikmati 
semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.59 Perlindungan hukum harus 
melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum 
dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat tersebut untuk 
mengatur hubungan perilaku antar anggota-anggota masyarakat dan antara 
perorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan 
masyarakat.60 
Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-
subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
                                                          
      59 Satjipto Raharjo, 2014, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54 
       60 Ibid, hlm.69-70 
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dipaksakan pelaksanaanya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat 
dibedakan menjadi dua, yaitu :61 
a. Perlindungan Hukum Preventif 
Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan 
tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini 
terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud 
untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-
rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. 
b. Perlindungan Hukum Represif 
Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir 
berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan 
yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan 
suatu pelanggaran. 
 
Kedua bentuk perlindungan hukum diatas bertumpuk dan bersumber 
pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia serta berlandaskan 
pada prinsip Negara hukum. 
Lili Rasjidi dan I. B. Wisya Putra berpendapat bahwa hukum dapat 
difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar 
adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antipatif.62 Perlindungan 
hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungi hukum untuk 
mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan 
kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang 
diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu 
bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik secara 
                                                          
      61Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia. 
Disertasi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, hlm. 14 
      62Lili Rasjidi dan I B Wysa Putra, 2003, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja 
Rusdakarya, Bandung, hlm. 118  
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tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka meneggakan peraturan hukum. 
Hakikatnya, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hampir 
seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan hukum.63 
D. Tinjauan Umum Tentang Fasilitas Umum dan JPO. 
1. Fasilitas Umum 
Fasilitas umum adalah barang yang dikuasi negara, dibiayai sebagaian 
atau seluruhnya oleh anggaran dan belanja negara yang pemakaiannya atau 
peruntukannya oleh pemerintah atau negara (bestemming atau bestimmung) 
bagi umum. (Hukum Administrasi Negara).64 
Fasilitas atau kepentingan umum dapat dikatakan untuk keperluan, 
kebutuhan, atau kepentingan orang banyak, dan tujuannya yang luas. 
Fasilitas/kepentingan umum adalah termasuk kepentingan bersama dari 
rakyat, dengan memperhatikan segi-segi sosial, politik, psikologis, dan 
hankamnas atas asas-asas pembangunan nasional dengan mengindahkan 
ketahanan nasional serta wawasan nusantara.65  
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.19 Tahun 
2011 Pasal 25 paragraf 3 mengenai bangunan pelengkap jalan sebagai 
fasilitas lalu lintas dan Pasal 26 mengenai Jembatan Penyebrangan Orang, 
                                                          
        63 Ibid, hlm.120 
        64  Chery Dia Putra.2011. Aplikasi Local  Directory Fasilitas Umum, Skripsi, Fakultas 
Sains Dan Teknologi, Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah. 
       65 John Salindeho, 1988, Masalah Tanah Dalam Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta, 
hlm. 40 
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JPO adalah fasilitas umum yang sangat dibutuhkan sebagai penunjang laju 
manusia dan barang untuk memenuhi keselamatan pejalan kaki. 
2. Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) 
Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) adalah jembatan yang 
letaknya bersilangan dengan jalan raya atau jalur kereta api, letaknya berada 
di atas kedua objek tersebut, dan hanya diperuntukkan untuk pejalan kaki 
yang melintas (menyeberang) jalan raya atau jalur kereta api. Jembatan 
Penyeberangan Orang juga dapat diartikan sebagai fasilitas pejalan kaki 
untuk menyeberang jalan yang ramai dan lebar, menyeberang jalan tol atau 
jalur kereta api dengan menggunakan jembatan tersebut, sehingga alur 
sirkulasi orang dan lalu lintas kendaraan dipisah secara fisik dan 
kemungkinan terjadi kecelakaan dapat dikurangi. Jembatan penyeberangan 
juga digunakan untuk menuju pemberhentian bus, seperti busway 
Transajakarta di Indonesia. Karena posisinya yang lebih tinggi dari tanah, 
untuk memberikan akses kepada penderita cacat yang menggunakan kursi 
roda, di dekat tangga jembatan terdapat ramp dengan kelandaian tertentu. 66 
Pasal 1 angka 12 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Jalan, memberikan 
definisi mengenai Jalan yaitu seluruh bagian jalan, termasuk bangunan 
pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, 
yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah 
                                                          
       66 Novita Rosyida Hilmi, 2012, Rancangan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) 
dengan Menggunakan Metode Quality Function Deployment, Skripsi, Fakultas Teknik 
Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
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permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan 
kereta api, dan jalan kabel.67 
Adapun definisi Jembatan secara umum adalah suatu Konstruksi yang 
dibangun untuk melewatkan suatu massa atau traffic lewat atas suatu 
penghalang atau rintangan seperti sungai, rel kereta api ataupun jalan raya . 
Penjelasan Pasal 86 ayat (3) PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan 
menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “jembatan” adalah jalan yang 
terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah. 
Jembatan Penyebrangan Orang sendiri jelas diatur pada Pasal 25 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 19 tahun 2011. Jembatan 
Penyebrangan Orang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 paragraf 
3 huruf a merupakan bangunan jembatan yang diperuntuhkan untuk 
menyebrang pejalan kaki dari satu sisi jalan ke sisi jalan yang lainnya. 
Jembatan penyeberangan mempunyai fungsi besar sebagai sarana 
perpindahan moda transportasi pejalan kaki yang akan menyeberang, disini 
peranan jembatan penyeberangan sangat penting bagi penyeberang disekitar 
daerah yang rawan kecelakaan lalu-lintas (fast moving).Oleh karena itu jika 
sarana Zebra cross sudah tidak dapat mengatasi, peranan jembatan 
penyeberangan dapat menggantikannya sebagai alternatife keselamatan 
dalam menghindari kecelakaan lalu-lintas dan kemacetan jalan. 
                                                          
       67 Undang-undang Nomor. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ 
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Dengan berlakunya UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan (LLAJ), setiap penyelenggara jalan Nasional, Provinsi, 
Kabupaten/Kota wajib melaksanakan amanah menyediakan fasilitas untuk 
pejalan kaki sesuai Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) yang 
berlaku.68 
- Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan 
untuk penyelenggaraan pemerintah daerah. 
- Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam 
penyelenggaraan pemerintah daerah. 
- Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan 
pemerintahan daerah. 
- Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
 
Demi memenuhi Jembatan Penyeberangan yang berkriteria kuat, 
aman, nyaman, indah dan awet. Sehingga berfungsi maksimal sesuai dengan 
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Pasal 9 dan Pasal 11. 
Pasal 9 Yang berbunyi : 
(1) Menteri/kepala lembaga Pemerintah Non departemen menetapkan 
Norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk pelaksanaan umum 
wajib dan urusan pilihan. 
 
Pasal 11 yang berbunyi : 
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam 
melakasanakan urusan pemerintah wajib dan pilihan berpedoman 
kepada No.rma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana yang 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1). 
 
 
                                                          
       68 Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 
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3. Reklame. 
Berbagai penulis telah berusaha untuk menjelaskan pengertian reklame. 
Tetapi hakekat reklame adalah demikian kompleks dan bidang yang 
dipengaruhinya demikian luas dan jumlah aktivitas yang dicakupnya demikian 
banyak sehingga sampai sekarang belum dicapai definisi yang memuaskan 
secara utuh. Namun demikian, di dalam kamus besar Bahasa Indonesia di 
jelaskan bahwa reklame adalah pemberitahuan kepada umum tentang 
barang dagangan supaya laku. Sedangkan pengertian reklame berdasarkan 
Peraturan Daerah Provinsi  Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 9 Tahun 
2014 tentang Penyelenggaran Reklame Bab 1 Pasal 1 ayat 14 adalah.69 
“Reklame adalah benda, merek dagang, lambang, alat perbuatan 
atau media yang menurut bentuk, susunan dan/atau corak 
ragamnya untuk tujuan komersil atau Non-komersil dipergunakan 
untuk memperkenalkan, menganjurkan, menciptakan citra atau 
memujikan suatu barang, jasa ataupun untuk menarik perhatian 
umum kepada suatu barang, jasa, seseorang atau badan yang 
diselenggarakan/ ditempatkan atau dapat dillihat, dibaca  dan/atau 
di dengar dari suatu tempat oleh umumkecuali yang dilakukan oleh 
pemerintah”. 
 
Menurut W.H van Baarle dan F.E Hollander dalam buku mereka yang 
berjudul “Reclamekunde” reklame merupakan suatu kekuatan yang menarik 
yang ditujukan kepada kelompok pembeli tertentu, hal mana dilaksanakan 
oleh produsen atau pedagang agar supaya dengan demikian dapat 
                                                          
       69 Peraturan Daerah Proviinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 2014 
Tentang penyelenggaran Reklame, Bab 1, Pasal 1, ayat 14. 
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dipengaruhi penjuala barang-barang atau jasa dengan cara yang 
menguntungkan.70 
A. Fungsi Reklame  
Reklame mempunyai fungsi, yaitu aktivitas total yang menyebabkan 
dicapainya barang-barang dan jasa-jasa oleh para konsumen dari para 
produsen yang dapat dinyatakan sebagai distribusi maka reklame 
merupakan bagian darinya. Hal tersebut perlu ditekankan oleh karena 
kalangan tertentu mengaitkan misi kulturil dengan istilah reklame. 
memang perlu diakui bahwa ada segi kultural pada segala sesuatu yang 
mempunyai bentuk dan bertujuan untuk dijangkau oleh telinga dan mata 
manusia. Selain itu menurut mataja, tugas reklame berkaitan dengan 
bidang perniagaan, yaitu penjualan.71 
Fungsi Reklame menurut Winardi antara Lain: 72 
a. Membantu memberikan penerangan kepada pihak konsumen. 
b. Membantu memperbesar produksi hingga meratakan jalan untuk 
produksi massa. 
c. Memperbesar kecepatan perputaran dalam bidang perniagaan 
eceran dan dengan demikian menurunkan biaya-biaya distribusi 
per kesatuan produk. 
d. Menstimulasikan produsen untuk mempertahankan kualitas artikel-
artikelnya. 
 
 
 
                                                          
       70 Winardi, 1992, Promosi dan Reklame, Bandar Maju, Bandung, hlm.1 
       71 Ibid 
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B. Jenis-jenis Reklame menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah 
khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 2014 bab II Pasal 4 
meliputi :73 
1. Reklame Papan / Billboard; 
2. Reklame megatron, Videotron, Large Electronic Display (LED); 
3. Reklame kain; 
4. Reklame kain(stiker); 
5. Reklame selembaran; 
6. Reklame berjalan/kendaraan; 
7. Reklame udara; 
8. Reklame suara; 
9. Reklame film; 
10. Reklame peragaan; 
11. Reklame Apung; 
12. Reklame Grafiti; dan  
13. Jenis Reklame lainnya sesuai perkembangan teknologi periklanan 
luar ruang dalam industri periklanan luar ruang. 
 
Sebagai contoh pemasangan iklan/Reklame media luar ruang seperti 
billboard yang ada pada JPO di Pasar Minggu Jakarta Selatan. Yang perlu 
ditaati dalam pemasangan billboard secara teknis adalah : 
Pemasangan Reklame Billboard yang di wajibakan: 
1. Perletakan reklame di DKI Jakarta harus memperhatikan etika, 
estetika, keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan 
rencana kota.74 
2. Pola penyebaran perletakan reklame di dasarkan pada kawasan 
(zoning).75 
3. Setiap penyelenggara reklame papan/billboard harus memperhatikan 
rancangan bangunan yang meliputi ukuran (dimensi), konstruksi, dan 
penyajian.76 
4. Penyelenggaraan reklame harus menyususn naskah reklame dalam 
Bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan menggunakan huruf 
latin.77 
                                                          
       73   Peraturan Daerah Proviinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 2014 
Tentang penyelenggaran Reklame, Bab II, Pasal 4. 
       74 Pasal 5 ayat (1) Perda DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2014 
       75 Pasal 5 ayat (2) Perda DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2014 
       76 Pasal 6 ayat (1) Perda  DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2014  
       77 Pasal 10 ayat(1) PerdaDKI Jkarta Nomor 9 Tahun 2014 
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5. Papan nama, papan petunjuk, kain rentang dan naskah reklamme 
dapat memakai Bahasa asing yang harus ditulis, dibagian bawah 
Bahasa Indonesia, dengan huruf latin kecil.78 
6. Penyelenggaran reklame wajib menempelkan penning atau tanda lain 
pada reklame sesuai dengan yang ditetapkan Gubernur.79 
7. Penyelenggara reklame wajib mencantumkan nama 
biro/penyelengara reklame dan masa berlaku izin penyelenggara 
reklame yang dapat dibaca dengan mudah dan jelas.80 
8. Penyelenggara rekalme dilakukan pengndalian berdasarkan aspek 
tata ruang, lingkungan hidup, estetika kota dan kelalaian kontruksi. 
 
Pemasangan reklame billboard yang Dilarang atau hal-hal yang tidak bisa 
dilakukan : 
1. Menyelenggarakan reklame bersifat komersial pada:81 
a. Gedung dan atau halaman kantor pemerintah 
Pusat/Daerah. 
b. gedung dan atau halaman tempat-tempat ibadah. 
c. atau tempat-tempat lain yang ditetapkan dengan 
keputusan gubernur. 
2. Menyelenggarakan reklame perletakannya tidak sesuai dengan 
gambar Tata Letak Bangunan Reklame.82 
3.  Menyelenggaran reklame tidak sesuai dengan rekomendasi      
konstruksi.83 
4. Menyelenggarakan papan/ billboard/ Megatron/ Videotron/ Large 
Electronic Display (LED) diluar kawasan yang telah ditetapkan 
oleh Gubernur .84 
5. Menyelengarakan reklame rokok dan produk tembakau pada 
kawasan tertentu.85 
 
 
 
 
                                                          
       78 Pasal 10 ayat(2) PerdaDKI Jkarta Nomor 9 Tahun 2014 
       79 Pasal 11 huruf a Perda DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2014 
       80 Pasal 30 ayat (1) Perda DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2014. 
       81 Pasal 12 ayat (1) huruf a Perda DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2014. 
       82 Pasal 12 ayat (2) Perda DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2014. 
       83 Pasal 32 ayat (1) huruf f Perda DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2014. 
       84 Pasal 32 ayat (1) huruf f Perda DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2014.  
       85 Pasal 12 ayat (4) Perda DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2014. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Tipe Penelitian 
 Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian hukum empirik 
yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan 
hukum secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di 
masyrakat.86 Penelitian ini menganalisis ketentuan-ketentuan yang ada 
dalam KUH Perdata pada Pasal 1365, 1366 dan 1367 tentang ganti rugi 
karena Perbuatan Melanggar Hukum, UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas Angkutan Jalan, dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta No. 9 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Reklame. 
Kemudian akan menganalisis penerapan atau implementasi ketentuan-
ketentuan tersebut di masyarakat. 
B. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam 
penulisan skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih 
lokasi penelitian sebagai berikut: 
1) Jembatan Penyebrangan Orang Pasar Minggu Jakarta Selatan 
2) Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan 
3) Polres Metro Jaya Jakarta Selatan 
4) Dinas Pekerjaan Umum Jakarta Selatan  
                                                          
       86 Ika Syafitri Ikbal, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa 
Fitness Center Atas Cedera yang Terjadi Akibat Kelalaian Personal Trainer, Skripsi, Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin.  
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5) Dinas Perhubungan Jakarta Selatan 
6) Pihak korban  
7) Penyelengara Reklame 
 
C. Jenis dan Sumber Data 
1. Data Primer 
Dalam penelitian ini, data primer yang dimaksud adalah data yang 
diperoleh dari sumber pertama. Pengumpulan data primer dilakukan melalui 
wawancara. Pihak yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah 
pihak korban, Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan, Polres Metro Jakarta 
Selatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan Jakarta Selatan. 
2. Data Sekunder  
Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh secara 
tidak langsung dengan cara mengumpulkan informasi dari berbagai sumber 
dan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah 
yang penulis angkat untuk memperoleh data teoritis dalam penulisan tugas 
akhir. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam melakukan penelitian, penulis melakukan teknik pengumpulan 
data sebagai berikut: 
1) Wawancara, yaitu mengumpulkan data secara langsung melalui 
tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan 
untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan. Dalam 
penelitian ini diakukan penelusuran langsung dengan 
mewawancarai pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan 
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yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu korban tewas (pihak 
keluarga), dan Korban Luka-luka. 
2) Dokumen-dokumen (arsip) atau wawancara langsung dengan sub 
atau bagian yang menangani kasus runtuhnya jembatan 
penyebrangan orang tersebut. 
3) Observasi, yaitu pengumpulan data melalui pengamatan langsung 
atau peninjauan secara cermat di lokasi penelitian. 
4) Dokumentasi untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan 
penelitian ini. 
 
 
E. Analisis Data 
Data yang diperoleh atau berhasil dikumpulkan selama proses 
penelitian, baik data primer maupun data sekunder disajikan secara deskriptif 
kualitatif yaitu dengan menganalisis data berdasarkan informasi yang 
diperoleh dari hasil wawancara, dokumen-dokumen, dan hasil observasi. Dari 
hasil analisis ini, penulis menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan 
tersebut untuk selanjutnya disusun dan disajikan dalam bentuk penulisan 
hukum.  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Instansi yang Bertanggungjawab terhadap Korban Runtuhnya 
Jembatan Penyeberangan Orang di Pasar Minggu Jakarta 
Selatan. 
Dengan pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat maka 
pemerintah akan dapat mewujudkan tujuan Negara yaitu menciptakan 
kesejahteraan masyarakat.87 
Pembentukan negara dengan unsur pokok salah satu diantaranya 
adalah pemerintah, untuk alasan apapun, tidak boleh menghilangkan prinsip 
hak dan kewajiban yang disandang oleh setiap manusia. Karena itu jaminan 
hak dan kewajiban itu tidak ditentukan oleh kedudukan orang sebagai warga 
suatu negara. Setiap orang dimanapun ia berada, juga wajib menjunjung 
tinggi hak-hak asasi orang lain sebagaimana mestinya. Dalam pengertian 
hak-hak yang kita miliki yang dilindungi oleh konstitusi sesungguhnya 
terdapat didalam nya kewajiban sebagai konsekwensi hak diluar diri kita. 
Menurut istilah Jimly Asshidiqie : yaitu keseimbangan kesadaran akan 
adanya hak dan kewajiban asasi ini merupakan ciri penting pandangan dasar 
bangsa Indonesia mengenai manusia dan kemanusiaan yang adil dan 
beradab.88 
                                                          
       
87
 Hanif Nurcholis, 2005, Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Grasindo, 
Jakarta, hlm. 175 
       88 Muh.Yusuf, 2013, Tanggungjawab Negara terhadap Hak Pendidikan Bagi Warga 
Negara Indonesia. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
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Adapun jenis wewenang yang dapat dibedakan atas tiga jenis 
berdasarkan sumber perolehan wewenangnya yakni, Atribusi, Delegasi, dan 
Mandat. Mengutip HD.Van wijk89 ketiganya diterangkan sebagai berikut : 
a. Attributtie : poekenin van een beesturs bevoegheid door een wet 
gever aan een beestuursorgan ( atribusi adalah pemberian 
wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ 
pemerintah). 
b. Delegatie : Over dracht van een bevoegheid van het ene beestuurs 
organ aan een ander ( Delegasi adalah pelimpahan wewenang 
pemerintah dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintah 
lainnya). 
c. Mandaat : Een berstuurs orgaan laap zijn bevogheid namens hen 
quitofenen door een ander ( Mandat adalah terjadi ketika organ 
pemerintah mengizinkan kewenangnya dijalankan oleh orang lain 
atas namanya). 
Menurut Bagir Manan, kekuasaan (macht) tidak sama artinya dengan 
wewenang. Kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak 
berbuat. Wewenang berarti hak dan sekaligus kewajiban. Philipus M.Hadjon 
memeberikan catatan berkaitan dengan penggunaan istilah wewenang dan 
bevoegheid. Istilah bevoegheid digunakan dalam konsep hukum privat dan 
                                                          
       89 H.R.Ridwan, 2007,  Hukum Administrasi Negara, Rajawali, Jakarta, hlm. 104-105.  
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hukum publik. Sedangkan wewenang selalu digunakan dalam konsep hukum 
publik.  
Terkait dengan pertanggungjawaban wewenang. Tatiek Sri Djatmiati, 
sebagaimana dikutip oleh Nur Basuki Minarno90 memberikan pendapatnya 
bahwa hukum administrasi berisi norma-norma hukum pemerintahan. Norma-
norma pemerintahan tersebut menjadi parameter yang dipakai dalam 
penggunaan kewenangan yang dilakukan badan-badan pemerintah. Adapun 
parameter yang dipakai dalam penggunaan wewenang itu adalah kepatuhan 
hukum ataupun ketidakpatuhan hukum (improper legal or improper illegal) 
sehingga apabila terjadi penggunaan kewenangan dilakukan secara improper 
illegal maka bada pemerintahan yang berwenang tersebut harus 
mempertanggungjawabkan. 
Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab 
seseorang atau badan hukum terhadap perbuatanya akibat kelalaian atau 
kurang hati-hatinya yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Untuk 
melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan bukan 
karena kesalahannya maka ada ketentuan tentang perbuatan melawan 
hukum yang diatur dalam pasal 1365,1366 DAN 1367 KUH Perdata. 
Kewajiban akan melahirkan tanggung jawab yang harus dipenuhi sesuai 
dengan kewajiban yang ada, sedangkan tanggung jawab lahir karena adanya 
                                                          
       90 Nur Basuki Minarno, 2010, Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan 
Keuangan Daerah, Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm.19  
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suatu kerugian yang dialami masing- masing pihak. Pada fasilitas umum 
seperti JPO yang disediakan oleh Pemerintah. Ini juga akan melahirkan 
sebuah tanggung jawab pada masing- masing pihak jika terjadi kerugian . 
Oleh karena itu prinsip tanggung jawab sangat penting dalam hal memenuhi 
hak dari suatu pihak yang dirugikan. 
Jembatan penyeberangan orang adalah sarana penyeberangan agar 
pejalan kaki tidak berkonflik dengan arus lalu lintas kendaraan diruas jalan 
sehingga resiko kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pejalan kaki dapat 
dicegah. Jembatan penyeberangan orang adalah fasilitas pejalan kaki untuk 
menyeberang jalan yang ramai dan lebar atau menyeberang jalan tol dengan 
menggunakan jembatan, sehingga orang dan lalu lintas kendaraan dipisah 
secara fisik. Jembatan penyeberangan juga digunakan untuk menuju tempat 
pemberhentian bis (seperti busway Transjakarta di Indonesia), untuk 
memberikan akses kepada penderita cacat yang menggunakan kursi roda, 
tangga diganti dengan suatu akses dengan kelandaian tertentu. 
Fasilitas-fasilitas pejalan kaki sendiri diatur penggunaanya, 
perlengkapan dan penyelenggaraannya di dalam Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pada pasal 25 
dan 26 yang berbunyi : 
Pasal 25 
(1) Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib di lengkapi 
dengan perlengkapan jalan berupa : 
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a. Rambu Lalu Lintas; 
b. Marka Jalan; 
c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas; 
d. Alat penerangan Jalan; 
e. Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan; 
f. Alat Pengawasan dan Pengaman Jalan; 
g. Fasilitas untuk Sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat; dan  
h. Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang 
berada di jalan dan di luar badan jalan. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan jalan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan pertauran pemerintah. 
Pasal 26 
(1) Penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 
25 ayat (1) diselenggarakan oleh: 
a. Pemerintah untuk jalan nasional;  
b. Pemerintah provinsi untuk jalan provinsi; 
c. Pemerintah kabupaten/kota untuk jalan kabupaten/kota dan jalan 
desa; atau  
d. Badan usaha jalan tol untuk jalan tol. 
(2) Peneyediaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilaksankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
 
Fasilitas pendukung untuk pejalan kaki pun diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan tepatnya pada pasal 22, 
dan diuraikan secara umum tentang perlunya jalan dilengkapi dengan 
perlengkapan jalan dan pada paragraph 1 pasal 34 ayat (3) tentang Ruang 
dan Manfaat Jalan disinggung perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap 
lainnya. Tetapi tidak secara jelas menyebutkan tentang jembatan 
penyeberangan orang.  
Pasal 22 
(1) Jalan dilengkapi dengan perlengkapan jalan. 
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(2) Perlengakapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 
perlengkapan jalan yang berkaitan lansung dan tidak langsung dengan 
penggunaan jalan. 
(3) Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perlengkapan jalan 
yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan, baik wajib maupun 
tidak. 
(4) Perlengkapan jalan berkaitan lansung dengan pengguna jalan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan 
teknis perlengkapan jalan yang ditetapkan oleh menteri yang 
menyelenggarakan urusan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
(5) Perlengkapan jalan yang berkaitan tidak langsung dengan pengguna 
jalan sebagaimana yang dimaksud dalam pada ayat (2) harus 
memenuhi persyaratan teknis perlengakapan jalan. 
 
Paragraph 1 
Ruang dan Manfaat 
Pasal 34 
(1) Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan 
ambang pengamannya. 
(2) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan 
kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggaran jalan yang 
bersankutan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh menteri. 
(3)  Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 
diperunttukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu 
jalan, saluran tepi jalan, jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, 
timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan 
bangunan pelengkap lainnya. 
(4) Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukkan 
bagi lalu lintaspejalan kaki. 
Baru secara jelas diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 
Nomor 19 tahun 2011 pasal 25 paragraf 3 mengenai bangunan pelengkap 
jalan sebagai fasilitas lalu lintas dan pasal 26 mengenai jembatan 
penyeberangan orang. 
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Bangunan Pelengkap Jalan Sebagai Fasilitas Lalu Lintas 
Pasal 25 
Bangunan pelengkap jalan sebagai fasilitas lalu lintas dan fasilitas 
pendukung pengguna jalan meliputi: 
a. Jembatan penyeberangan pejalan kaki; 
b. Terowongan penyeberangan pejalan kaki; 
c. Pulau jalan; 
d. Trotoar; 
e. Tempat parker dibadan jalan; dan 
f. Teluk bus yang dilengkapi halte. 
 
Pasal 26 
(1) Jembatan penyeberangan pejalan kaki sebagaimana diatur dalam 
Pasal 25 huruf a merupakan bangunan jembatan yang 
diperuntukkan untuk menyeberang pejalan kaki dari satu sisi jalan 
ke sisi yang lainnya.  
(2) Jembatan penyeberangan pejalan kaki harus dibangun dengan 
konstruksi yang kuat dan mudah dipelihara. 
(3) Jembatan penyeberangan pejalan kaki memiliki lebar paling sedikit 
2 (dua) meter dan keladaian tangga paling besar 20 derajat. 
(4) Jembatan penyeberarangan pejalan kaki harus dilengkapi dengan 
pagar yang memadai. 
(5) Pada bagian tengah tangga jembatan penyeberangan pejalan kaki 
harus dilengkapi bagian rata yang dapat digunakan sebagai 
fasilitas untuk kursi roda bagi penyandang cacat. 
(6) Lokasi dan bangunan jembatan penyeberangan pejalan kaki harus 
sesuai dengan kebutuhan pejalan kaki estetika. 
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), maka stakeholder yang bertanggung 
jawab atas pengadaan dan pengelolaan wajib melaksanakan amanah dalam 
mendesain dan melaksanakan konstruksi yang sesuai dengan Norma, 
standar, Pedoman, dan Kriteria yang berlaku.91 Agar jembatan 
                                                          
       91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 16 tentang Pemerintahan Daerah.  
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penyeberangan orang memenuhi kriteria kuat, aman, nyaman, indah dan 
awet sehingga berfungsi maksimal. 
Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah : 
Pasal 16 
(1) Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan 
pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 ayat (3) berwenang untuk: 
a. menetapkan norma, standar, prosedur, dan 
kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan; dan 
b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan 
terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah. 
(2) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang 
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang 
menjadi kewenangan Daerah. 
(3) Kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 
kementerian dan lembaga pemerintah 
nonkementerian. 
(4) Pelaksanaan kewenangan yang dilakukan oleh 
lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) harus dikoordinasikan dengan 
kementerian terkait. 
(5) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak 
peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan 
pemerintahan konkuren diundangkan. 
 
Adapun instansi-instansi yang mempunyai peran penting dan tugas 
dalam pembangunan jembatan penyeberangan orang di Pasar Minggu 
Jakarta Selatan sebagai berikut : 
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 Dinas Pekerjaan Umum (Bina Marga) bertugas untuk:  
 Perecanaan pembangunan JPO. 
 Dinas Perhubungan dan Angkutan Jalan Bertugas untuk :  
Pengadaaan, Mengelola dan Memelihara. 
 Dispemda bertugas untuk : 
 Menerima Pajak Reklame yang ada di JPO. 
 Dinas Perindustrian dan Energi bertugas untuk  : 
 Memberi penerangan atau lampu pada JPO. 
 Dinas Lingkungan Hidup bertugas untuk : 
 Kebersihan pada JPO. 
 Dinas Tata Ruang dan Lingkungan bertugas untuk : 
 menyesuaikan letak bangunan yang mau dibangun. 
Berdasarkan peristiwa yang terjadi di Jembatan Peneyeberang Orang 
di Pasar Minggu Jakarta Selatan belum adanya pertanggungjawaban dari 
Pemerintah dalam hal ini (Dinas Perhubungan dan Angkutan Jalan selaku 
pengelola bangunan, Dinas Pekerjaan Umum (Bina Marga) selaku 
perencanaan bangunan, dan Dispemda selaku penerima pajak) yang sesuai 
dengan aturan dan hukum yang berlaku.  
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No. Nama Instansi Lokasi Keterangan 
1 PTSP (Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu) 
Kantor Walikota Jakarta 
Selatan. Jl. Paranpanca no 
9 petogongan Jakarta 
Selatan 
Melayani 
Perizinan 
2 Dinas Pekerjaan 
Umum (bina marga) 
Jl.Taman Jati baru, Cideng, 
Jakarta Pusat 
Perencanaan 
3 Dinas Perhubungan Jl.Taman Jati baru, Cideng, 
Jakarta Pusat 
Pengadaan dan 
Pemeliharaan 
Keterangan : 
1. PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) : 
Dibentuk untuk memberi kemudahan pengurusan perizinan di Provinsi 
DKI Jakarta. PTSP Jakarta Selatan berupaya memberikan pelayanan publik 
yang lebih baik. Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Pelayanan yang 
dilakukan oleh Pemerintahan baik perizinan maupun non perizinan, yang 
proses pengelolaannya dimulai dari tahap Permohonan sampai terbitnya 
sebuah dokumen dilakukan di dalam satu tempat. 
Sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2014 tentang 
Penyelenggaran Reklame. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian 
kegiatan dan peraturan yang meliputi perencanaan, jenis, perizinan, 
penyelenggaraan, pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame dalam 
rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi. 
Di DKI Jakarta Program PTSP ini sudah di Launching oleh Gubernur 
Provinsi DKI Jakarta, tepatnya pada tanggal 2 Januari 2015. Program ini di 
lakukan dengan harapan dapat melayani Masyarakat dengan lebih baik dan 
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lebih mudah dari sebelumnya, Melayani Masyarakat dengan lebih cepat, 
lebih ramah, bebas Pungli pastinya, Lebih Transparan, dan lebih jelas dari 
Persyaratan, biaya dan Waktunya. Sesuai dengan aturan yang baru ini dibuat 
oleh Gubernur yaitu Peraturan Gubernur nomor 244 tahun 2015 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame. Adapun pemungutan 
pajak reklme pada jpo Pasar Minggu di ambil alih oleh Dispemda yang 
merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna 
membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang 
nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah    
Meningkatnya jumlah reklame selain menambah pendapatan daerah, 
juga berbanding lurus pada semakin tingginya pelanggaran-pelanggaran atas 
penyelenggaraan reklame. Jenis-jenis pelanggaran penyelenggaraan 
reklame yang ditemukan antara lain pelanggaran mengenai izin lokasi 
pemasangan, media pemasangan reklame yang melanggar ekologi 
lingkungan, adanya pihak pemasang yang tidak memperhatikan masa 
berlakunya izin pemasangan reklame, sehingga banyak reklame yang 
terpasang tanpa adanya konfirmasi perpanjangan pemasangan reklame. 
Sama halnya dengan yang terjadi di jembatan penyeberangan orang di 
Pasar Minggu Jakarta Selatan tentang pemasangan reklame yang dipasang 
bukan pada gelagar atau alas jembatan tetapi pada railing jembatan yang 
dapat mengurangi ruang atau intensitas angin yang menyebabkan jembatan 
tersebut runtuh.   
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Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi juga mengatakan baliho berlapis-
lapis merupakan penyebab utama jatuhnya JPO. Menurut Tri, baliho-baliho 
tersebut tidak diberi bolongan, sehingga saat angin kencang, atap JPO 
tertiup angin. Dari informasi yang berhasil dihimpun, sedikitnya ada tujuh 
baliho iklan yang terpasang di jembatan itu. Baliho diperkirakan memiliki lebar 
satu meter dan panjang sekitar 20 meter.92 
2. Dinas Bina Marga : 
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 
2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan kriterian Perencanaan Teknis 
Jalan. Direktorat Jenderal Bina Marga mempunyai tugas 
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 
penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.  
Direktorat Jenderal Bina Marga menyelenggarakan fungsi: 
1. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan nasional; 
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan konektivitas yang 
menjadi prioritas nasional; 
4. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 
penyelenggaraan jalan; 
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 
penyelenggaraan jalan; 
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan 
jalan; 
 
 
                                                          
92http://news.metrotvnews.com/peristiwa/zNA8myzK-ahok-akan-berikan-santunan-
pribadi-untuk-korban-JPO-jatuh diakses pada tanggal 20 Oktober 2017. 
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7. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Marga; dan 
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. 
 
Dalam hal ini terkait dengan tragedi runtuhnya jembatan penyeberangan 
orang di Pasar Minggu Jakarta Selatan, Dinas bina marga hanya bertugas di 
perencanaan pembangunan Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan 
Umum Nomor 03 tahun 2014 tentang pedoman perencanaan, penyedia dan 
pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki di kawasan 
perkotaan, selanjutnya kewenangan pengadaan dan pengelolaan di ambil 
alih oleh Dishub DKI Jakarta. 
Pemasangan reklame pada jembatan penyeberangan orang (JPO) 
sebenarnya tidak dilarang, namun kenyataan yang ada, pemasangan 
reklame tidak dipasang dengan tata cara yang benar. Hal tersebut 
diungkapkan oleh Direktur Bina Marga  Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat, Arie Setiadi Moerwanto dalam rapat hari ini, Rabu 
(28/9/2016)  di kantor Kementerian Pu-Pera. "Yang terjadi selama ini papan 
reklame hanya ditempelkan. Tidak didesain sejak awal. Ini kesalahan kita 
bersama jadi  ke depannya harus diperbaiki," kata Arie. 
Arie memaparkan bahwa JPO sendiri terdiri dari bagian struktural dan 
non struktural. Bagian struktural artinya yaitu gelagar utama jembatan yang 
dijadikan sebagai jalur lalu lintas pengguna, sedangkan non struktural yakni 
atas, pagar, dan railing. Guna menjamin keamanan pengguna jembatan, Arie 
mengatakan seharusnya papan reklame dipasang pada bagian struktural 
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seperti yang telah terjadi saat ini, papan reklame terpasang pada railing. 
"Railing ini seringkali karena vibrasi dan segala macam jadinya rusak. 
Apalagi maintenance juga kurang," jelasnya Arie. 
Pasca inseiden JPO ambruk di Pasar Minggu, Arie menyatakan 
instansinya akan mengumpulkan seluruh pejabat daerah yang bertanggung 
jawab dalam pengelolaan JPO untuk mengecek kondisi JPO dan cara 
pemasangan papan reklame."Kami akan cek semua. Kami akan lihat semua. 
Kami tidak akan melihat ke belakang, tapi ke depan. Kami harus bergerak 
cepat," ucap Arie.93 
3. Dinas Perhubungan : 
Dinas Perhubungan dan Angkutan Jalan DKI Jakarta selaku pengelola dan 
pemeliharaan jembatan penyeberangan orang di Pasar Minggu Jakarta 
Selatan yang berpedoman pada tugas dan fungsinya untuk 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan sesuai 
dengan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 139 tahun 2016 bagian ke 
kedua tugas dan fungsi Pasal 9 dan 10 tentang Pedoman Nomenklatur, 
Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan 
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan. 
 
 
                                                          
       93 http://jakarta.bisnis.com/read/20160928/77/587767/pasang-reklame-di-jpo-tak-dilarang-
tapi-tata-cara-salah di akses pada tanggal 20 Oktober 2017. 
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Bagian Kedua 
Tugas dan Fungsi 
Pasal 9 
 
Dinas perhubungan Provinsi mempunyai tugas membantu gubernur 
melaksanakan tugas melaksanakan tugas pemerintahan bidang 
perhubungan ang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang 
ditugaskan kepada Daerah Provinsi. 
 
Pasal 10 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 , 
Dinas Daerah Provinsi menyelenggarakan fungsi : 
a. Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, 
perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan 
Daerah dan tugas perbantuan yang di tugaskan kepada daerah  provinsi. 
b. Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, 
perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan 
Daerah dan tugas perbantuan yang di tugaskan kepada daerah  provinsi. 
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan 
jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi 
kewenangan Daerah dan tugas perbantuan yang di tugaskan kepada 
daerah  provinsi. 
d. Pelaksanan Administrasi Dinas Perhubungan Provinsi dan; 
e. Pelaksanaan fungsi yang lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan 
tugas dan fungsinya. 
 
Dinas Perhubungan dan Angkutan Jalan DKI Jakarta menyelenggarakan fungsi 
: 
a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Dinas 
Perhubungan;. 
b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran 
Dinas Perhubungan; 
c. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan 
urusan perhubungan; 
d. Pembangunan, pengembangan, pembinaan, pemantauan, 
pengendalian dan evaluasi sistem perhubungan; 
e. Pengembangan sistem transportasi perkotaan; 
f. Penyelenggaraan perhubungan darat, perkeretaapian, perairan, dan 
laut. 
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g. Pembangunan, pengembangan, pembinaan, pemantauan, 
pengendalian dan evaluasi usaha dan kegiatan perhubungan. 
h. Penetapan lokasi, pengelolaan, pengendalian dan pembinaan usaha 
perparkiran; 
i. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor angkutan umum dan 
barang, dan pemeriksaan mutu karoseri kendaraan bermotor; 
j. Penghitungan, pengawasan dan evaluasi tarif angkutan jalan, 
perkeretaapian, perairan dan laut; 
k. Penataan, penetapan dan pengawasan jaringan trayek angkutan 
jalan; 
l. Pengembangan, pembinaan, pemantauan, pengendalian dan 
evaluasi trayek dan volume kendaraan angkutan jalan dalam rangka 
kelancaran arus barang dan jasa serta pertumbuhan ekonomi; 
m. Pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan 
pertanggungjawaban penerimaan, retribusi di bidang perhubungan 
darat, perkeretaapian, perairan dan laut; 
n. Pelaksanaan upaya keselamatan prasarana dan sarana 
perhubungan darat, perkeretaapian, perairan, laut dan udara; 
o. Pengawasan dan pengendalian izin di bidang perhubungan; 
p. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan 
perawatan prasarana dan sarana di bidang perhubungan; 
q. Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan; 
r. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat 
daerah di bidang perhubungan; 
s. Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Dinas 
Perhubungan; 
t. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas 
Perhubungan; 
u. Pengelolaan kearsipan, data dan informasi Dinas Perhubungan; dan 
v. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi 
Dinas Perhubungan. 
 
Bahwa benar Sebelumnya JPO yang di Pasar Minggu itu ditangani oleh 
dishub DKI Jakarta disini. Tetapi sejak awal 2017, tugas pokok dan 
kewenangan untuk penanganan mengenai halte dan JPO pindah dari dishub 
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ke Dinas Bina Marga. Berkaitan dengan pembangunan maupun 
pemeliharaan, dan pengawasannya.94 
Kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk 
memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk 
mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.95 
Berdasarkan kewenangan Dinas Perhubungan dan Angkutan Jalan atas 
pengadaan, pengelolaan dan pemelihara di jembatan penyeberangan orang 
di Pasar Minggu Jakarta Selatan haruslah mematuhi aturan hukum yang 
berlaku, untuk melaksanakan kewajiban publik guna memenuhi kebutuhan 
masyarakat pejalan kaki. Yang seharusnya mematuhi Norma, Standar, 
Prosedur, dan Kriteria dari jembatan tersebut agar nyaman digunakan oleh 
masyarakat khususnya pejalan kaki. 
Kepala Dinas Perhubungan (Dishubtrans) Provinsi DKI Jakarta Andri 
Yansah. Apalagi, lanjutnya, diduga pemasangan papan reklame di JPO 
selama ini diduga banyak yang menyalahi aturan, di mana  
seperti contoh kasus JPO Pasar Minggu, papan reklame di sana terpasang di 
railing, bukan pada gelagar. "Padahal sesuai aturannya, papan reklame 
harus terpasang di gelagar, yakni konstruksi utama JPO. Bukan di railing 
seperti itu," ujarnya. Selain itu, lanjutnya, batas ketinggian bidang reklame 
adalah maksimum 30 cm dari lantai JPO dan wajib mencantumkan masa 
                                                          
       94 Wawancara dilakukan pada Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dinas Perhubungan 
Provinsi DKI Jakarta, Drs. Taufik Rahman, pada tanggal 16 Oktober 2017. 
95 Nur Basuki Minarno, 2011, Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan 
Keuangan Daerah yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi, Laksbang Mediatama, hlm. 65 
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berakhirnya bidang iklan."Struktur reklame yang sudah habis masa 
kontraknya harus dibongkar dan dikembalikan seperti semula oleh pihak atau 
pemilik iklan," ujarnya. Akan tetapi, lanjutnya, ternyata papan reklame 
tersebut ternyata sudah habis masa kontraknya semenjak 31 Desember 
2010, dan tidak dibongkar oleh pihak terkait. Menurutnya sejumlah fakta 
temuan dilapangan tersebut berbeda dengan peraturan yang semestinya, 
lantaran pembangunan papan reklame di JPO-JPO di Jakarta selama ini 
tidak pernah meminta rekomendasi dari Dishubtrans selaku Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) yang membangunnya. "Karena ada JPO yang 
dirancang memang tidak boleh dipasangi iklan reklame, tapi ada juga yang 
boleh di pasangi. Makanya seharusnya ketika bangun papan reklame itu ada 
rekomendasi kita, tetapi selama ini tidak ada," ujarnya.96 
B. Bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap korban jembatan 
penyeberangan orang di Pasar Minggu Jakarta Selatan. 
 
Bentuk pelaksanaan ganti rugi sudah sangat jelas diatur pada pasal 
1365, 1366 dan 1367 KUH Perdata. Perbuatan melawan hokum 
(onrechmatige daad) diatur dalam Buku III KUHPerdata. Pasal 1365 KUH 
Perdata mengatur tentang ganti rugi, sedangkan Pasal 1366 KUH Perdata 
mengatur mengenai kelalaian atau tidak hati – hati, dan Pasal 1367 KUH 
Perdata mengatur mengenai tanggung jawab atas kerugian yang disebabkan 
oleh orang yang bawah pengawasanya. 
                                                          
       96 http://jakarta.bisnis.com/read/20160927/77/587196/pengelolaan-reklame-di-jpo-
sebaiknya-dikelola-transjakarta diaskes tanggal 20 Oktober 2017. 
 
 73 
Pasal 1365 
“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada 
orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan 
kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” 
 
Pasal 1366 
“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang 
disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan 
kelalaian atau kurang hati-hati”. 
 
Pasal 1367 
“Seorang tidak saja bertanggung-jawab untuk kerugian yang 
disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian 
yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi 
tanggungannya, atau disebabkan oleh orang-orang yang berada di 
bawah pengawasannya.” 
 
Berdasarkan kutipan pasal tersebut di atas, secara umum memberikan 
gambaran mengenai batasan ruang lingkup akibat dari suatu perbuatan 
melawan hukum. Akibat perbuatan melawan hukum secara yuridis 
mempunyai konsekwensi terhadap pelaku maupun orang-orang yang 
mempunyai hubungan hukum dalam bentuk pekerjaan yang menyebabkan 
timbulnya perbuatan melawan hukum. Jadi, akibat yang timbul dari suatu 
perbuatan melawan hukum akan diwujudkan dalam bentuk ganti kerugian 
terehadap korban yang mengalami. 
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Untuk dapat mengganti kerugian, maka kerugian tersebut harus 
merupakan akibat dari perbuan melanggar hukum. Hal ini berarti bahwa 
untuk menuntut ganti kerugian, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:97 
1) Ada perbuatan melanggar hukum;  
2) Ada kerugian; 
3) Ada hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dan 
kerugian; dan  
4) Ada kesalahan. 
 
1. Adanya perbuatan;  
Perbuatan yang dimaksud adalah kelalaian dari pihak Pemerintah 
terkait yang belum juga melepas reklame yang sudah habis masa 
penerbitannya dan kurang perhatian  terhadap pengawsan dan 
pemeliharaan kondisi jembatan yang ada di Pasar Minggu tersebut. 
Faktanya konstruksi reklame menempel pada railing jembatan, ketinggian 
reklame kurang lebih 3 meter hampir menutupi seluruh ruang sisi railing 
sehingga tidak adanya ruang untuk sirkulasi udara atau angin. Dengan 
adanya tekanan angin yang besar maka rangka railing JPO tidak kuat 
menahan gaya angin yang besar sehingga mengakibatkan railing JPO 
ambruk atau runtuh, Sehingga mengakibatkan adanya korban luka-luka 
dan meninggal. 
2. Adanya kerugian yang diderita; 
 Kerugian yang diderita oleh korban luka-luka maupun korban yang 
meninggal sudah jelas tertera dalam kolom korban serta keterangannya. 
                                                          
      97 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Op.Cit, hlm. 134 
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Yang menjelaskan bahwa korban yang meninggal Lilis  Lestari Pancawati 
yang meninggalkan 3 anak, 1 perempuan dan 2 laki-laki yang masih 
membutuhkan biaya pendidikan 3 buah hatinya, korban luka-luka atas 
nama Yana Widiarni menderita luka-luka di beberapa bagian tubuhnya 
dan juga operasi kecil di beberapa bagian tubuhnya yang masih butuh 
perawatan maupun biaya hingga sekarang, sedangkan ia hanya bekerja 
sebagai Honorer Satpol PP yang harus menghidupi ketiga anaknya yang 
masih kecil-kecil terlebih lagi kedua putranya pun ikut menjadi korban 
JPO, yang saat ini al zikri masih merasakan trauma semenjak kejadian 
setahun yang lalu. 
Abbiyu cucu Sri Hartati salah satu korban yang dinyatakan 
meninggal, tetapi takdir berkata lain abbiyu mengalami kritis dan koma 
selama sebulan, kemudian sadar kan diri dengan mengalami operasi 
rahang yang di usia nya yang masih balita.  
Bentuk ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal 
oleh hukum adalah sebagai berikut :98 
a) Ganti rugi nominal 
b) Ganti rugi kompensasi 
c) Ganti rugi penghukuman. 
 
Berdasrkan penjelasan poin terkait ganti rugi yang ada pada tinjauan 
pustaka, maka ganti rugi atas peristiwa ini ada pada point b yaitu : 
                                                          
98 Op.Cit, Munir Fuady, hlm.134 
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 Ganti rugi kompensasi merupakan ganti rugi yang merupakan 
pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar 
telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. 
Karena itu ganti rugi seperti ini disebut juga dengan ganti rugi aktual. 
Misalnya ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan oleh korban, 
kehilangan keuntungan/gaji, sakit dan penderitaan, termasuk penderitaan 
mental seperti stress, malu, jatuh nama baik dan lain-lain. 
Adapun Pasal 1370 KUH Perdata mengenai dasar atau alasan bagi keluarga 
korban untuk menggugat penggantian kerugian. 
Pasal 1370 
 “Dalam hal pembunuhan (menyebabkan matinya orang lain) dengan 
 sengaja atau kurang hati-hati seseorang, maka suami dan istri yang 
 ditinggalkan, anak atau orang tua yang biasanya mendapat nafkah 
 dari pekerjaan korban, mempunyai hak untuk menuntut suatu ganti 
 rugi, yang harus dinilai menurut kedudukannya dan kekayaan kedua 
 belah pihak serta menurut keadaan.” 
 
Setiap orang yang menderita / mengalami kerugian karena adanya 
perbuatan melawan hukum, mempunyai dasar / alasan untuk mengajukan 
gugatan (CAUSE OF ACTION) berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Asal 
saja kerugian yang dialami / diderita orang tersebut mempunyai hubungan 
sebab akibat (KAUSALITAS) dengan perbutan yang dilakukan, baik 
hubungan sebab akibat yang faktual (SINE QUA NON) maupun sebab akibat 
kira – kira (PROXIMATE CAUSE). Kategori yuridis dari pihak yang dirugikan / 
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pihak korban atas suatu perbuatan melawan hukum, dapat diklasifikasikan 
yaitu pada adanya Pihak yang dirugikan / korban itu sendiri secara langsung. 
Penerima nafkah, sesuai dengan pasal 1370 KUH Perdata yaitu suami 
atau isteri yang ditinggalkan dan anak atau orang tua dari korban. Keluarga 
sedarah garis lurus dan isteri atau suami, sesuai pasal 1375 KUH Perdata 
yaitu orang tua, kakek-nenek dan Anak atau cucu. 
3. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar 
hukum dan kerugian; 
Kelalaian yang dilakukan oleh pemerintah beserta stakeholder yang 
berwenang, mulai dari pembuatan JPO pada tahun 2002 yang sekarang 
memasuki tahun ke 15 dimana masa pemeliharaanya terakhir kali 
dilakukan pada tahun 2012-2013, pemasangan reklame yang tidak tepat, 
pengawasan dan pemeliharaan yang kurang efektif dilakukan sehingga 
mengakibatkan runtuhnya jembatan penyeberangan orang di Pasar 
Minggu Jakarta Selatan. 
Perihal pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita para korban 
sebaiknya pihak pemerintah dan stakeholder yang lalai dalam melakukan 
tugasnya dan menimbulkan kerugian bagi para korban atau masyarakat 
harus segera memberi kompensasi dan mengevaluasi lagi fasilitas 
jembatan penyeberangan orang tersebut. 
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4. Adanya unsur kesalahan; 
Untuk membuktikan adanya unsur kesalah/kelalaian yang dilakukan 
Pemerintah terkait, penulis melakukan wawancara dengan beberapa 
orang pengunjung stasiun Pasar Minggu yang sering melintasi jembatan 
penyeberangan orang tersebut dari Pasar Minggu hingga ke stasiun 
Pasar Minggu. 
- Sangir seorang Satpol PP yang sedang bertugas di bawah JPO 
tersebut mengatakan : bahwa dia sedang bertugas pada saat 
kejadian jembatan runtuh pada hari itu lalu sangir menceritakan 
kronologi kejadian yang awalnya hujan deras hingga angin 
kencang lalu duaar reklame dan ralling jembatan pun jatuh ke sisi 
kiri jalan dia pun bergegas menolong para korban untuk di 
evakuasi ke RS terdekat. Ia mengatakan bahwa jembatan 
sebenrnya sudah tidak layak pakai dilihat dari besi-besinya yang 
sudah rapuh dan berkarat.99 
- Audrey seorang yang bekerja di Pasar Minggu yang sering 
melintasi JPO dari stasiun ke Pasar Minggu. Audrey bertempat 
tinggal di Depok dan bekerja di Pasar Minggu bertanggapan dia 
selalu ngeri saat melintasi JPO seolah-olah JPO tersebut akan 
                                                          
       99 Wawancara dilakukan pada Sangir, Satpol PP Pasar Minggu pada tanggal 8 Oktober 
2017. 
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roboh melihat tiangnya sudah berkarat maka pada saat melintasi 
JPO tersebut  ia sering berlari.100 
- Maris Utami seorang pekerja di bank swasta yang sehari-hari  
melintasi JPO Pasar Minggu agar bisa sampai ke tempat kerja. 
“Jadi dari stasiun saya langsung menyebrangi lewat jembatan ke 
Pasar Minggu lalu naik Gojek untuk ke kantor saya, saya takut di 
rampok karena JPO tertutupi oleh iklan saya bergegas untuk 
sampai”.101 Ucapnya terburu-buru. 
- Yanto, padagang Mie Ayam yang sudah 16 tahun berdagang di 
dekat JPO itu menceritakan, sejak 2 tahun belakangan atap 
jembatan sering goyang-goyang saat hujan angin. "Saya sering 
lihat pas hujan kalau angin kencang, atap jembatan goyang-
goyang, kondisi atap dan rangka besi itu semakin sering goyang 
sejak dipasang reklame. "Atap jembatan sering goyang setelah ada 
reklame, sebelumnya nggak. Dulu sih biasanya paling cuma bocor 
aja, makin ke sini goyangnya makin parah,"  Menurut Yanto, 
reklame di JPO ada sejak dua tahun lalu. Reklame dipasang di 
pagar pembatas jembatan. "Kalau dulu cuma spanduk aja di besi 
                                                          
       100 Wawancara dilakukan pada Audrey, Pekerja di Pasar Minggu pada tanggal 9 Oktober 
2017. 
       101 Wawancara dilakukan pada Maris Utami, pekerja di Bank Swasta pada tanggal 10 
Oktober 2017. 
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bagian bawah. Mungkin reklamenya kegedean, terus besi 
(jembatan) sudah rapuh jadi roboh," katanya.102 
Berkaitan dengan kejadian runtuhnya jembatan penyeberang orang 
adapun nama-nama korban meninggal dan korban luka-luka yang telah 
penulis wawancarai adalah sebagai berikut : 
No. 
Nama 
Korban 
Jenis Kelamin 
Umur 
(Tahun) 
Sakit yang di derita 
Keterangan laki-
laki 
perempuan 
Luka-
luka 
Meninggal 
1. 
Lilis Lestari 
Pancawati 
 √ 43   √ 
Meninggal pada saat 
kejadian. 
2. Sri Hartati  √ 52   √ 
Meninggal di Rumah 
Sakit 
3. 
Aisyah Zahra 
Ramadhani 
 √ 8   √ 
Meninggal pada saat 
kejadian. 
4. Abbiyu Alfaiq √  5  √  
Kritis dan mengalami 
koma 
5. 
Yana 
Widiarni 
 √ 32    
Patah tulang hidung, 
sebagian tubuh tidak 
bisa digerkkan beberapa 
bulan,robek di bagian 
bibir vagina,robek 
dibagian lutut yang 
mengakibtkan koloid 
sekarang. 
6. Azkri Alkabi √  5 tahun √  patah tulang dibagian 
                                                          
      102 Wawancara dilakukan pada Yanto, Pedagang di Pasar Minggu pada tanggal 8 
Oktober 2017. 
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lengan kanan - 
mengalami trauma. 
7. 
Ardiansyah 
Putra 
√  8 tahun √  
Robek di bagian pantat 
kanan. 
Keterangan :  
Riwayat Singkat : 
1. Nama  : Lilis Lestari Pancawati 
 Alamat   : Jl. Sonokeling II no 234 
   RT.02 RW.11 Baktijaya Sukmajaya 
   Kota Depok. 
 TTL   : Bangkinang 14 Juli 1973 
 Pekerjaan  : Swasta. 
 
 Kronologis kejadian yang di ceritakan langsung oleh keluarga korban 
Lilis Lestari Pancawati yang meninggal ditempat pada tragedi runtuhnya 
jembatan penyeberangan orang di Pasar Minggu Jakarta Selatan pada 
tanggal 24 September 2016 : Sebelum menceritakan kronologi penulis ingin 
memperkenalkan ke tiga anak dari Lilis : 
 
1. Syahne Maidah Nur Hani berumur 13 tahun. 
2. Muh. Syamil Gaza berumur 12 tahun. 
3. Syabil Faton Sulaeman berumur 4 tahun. 
 
 Ditemui di kediaman ibunda Nani Ratnasih dan saudara kandung Lilis 
yang akrab dipanggil bu’de Nining yang tak menyangka anak dan saudara 
perempuannya lebih dulu menghadap sang khalik, ibunda tidak memiliki 
firasat apapun perihal kepergian anak perempuanya itu. Hanya pada hari 
jumat kemaren malam lilis sempet pergi keluar rumah dengan alasan ingin 
membeli makanan yaitu nasi goreng. 
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 “ malam itu nenek bangun sholat isya, (lilis) tiba-tiba bangun, terus 
saya tanya mau kemana kamu ?lilis bilang lapar. Terus saya bilang ada telor 
di kulkas goreng aja. Dia (lilis) enggak mau, katanya mau beli nasi goreng 
aja. Tapi pulangnya kok lama amat ya…enggak biasanya lilis kayak gitu. 
Pada malam itu saya dan Nining masih belum tidur dan lilis pun membawa 
nasi goreng untuk diberikan kepada orang rumah, dia Nining pun mencoba 
nasi goreng tersebut dan mengatakan “enggak enak lis nasi nya beli dimana 
sih?yang di depan itu ya ?’’. Saya pun sempat mencoba nasi goreng tersebut 
dan mengatkan hal yang sama dengan Nining bahwa nasi gorengnya 
Hambar dan enggak enak. 
 Bukan hanya itu sebelum dikabarkan meninggal sang cucu bernama 
Syabil Faton Sulaeman berumur 4 tahun, yang merupakan anak bungsu lilis 
selalu menangis. “ cucu saya rewel padahal udah di kasih susu’’. Syabil terus 
menanyakan kemana ibunya. Jawab saya ibumu kerja.  
 Lilis juga sempat berkomunikasi dengan anak perempuannya Syahne 
Maidah Nur Hani sebelum peristiwa nahas itu terjadi. Sang ibunda sempat 
memberikan kabar bahwa ia sudah selesai mengantarkan laundry. Tepatnya 
pukul 12 siang Syahne menerima sms dari bundanya. Sampai sesorang yang 
datang ke rumah dan mengabarkan keadaan lilis yang kejatuhan JPO 
dengan melihat kartu tanda penduduk dari dompet lilis. Sebagai orang tua, 
Nani tak kuasa menahan sedih jika memikirkan nasib cucu-cucu nya. 
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Pasalnya ia juga baru kehilangan menantunya yang meninggal satu tahun 
yang lalu. Kini, ketiga cucu nya harus menjadi yatim piatu.103 
Adapun bantuan yang kami dapatkan dari bapak Ahok secara pribadi 
memberi uang senilai Rp.50.000.000-, melalui asistennya pribadinya.  
2. Nama   : Sri Hartati 
Alamat   : Jl.gang nyamuk RT.005 RW.006 
  Pancoran Mas,Depok. 
Umur  : 52 tahun 
Pekerjaan  : Ibu Rumah Tangga. 
3. Nama   :Aisyah Zahra Ramadhani 
Alamat   : Jl.gang nyamuk RT.005 RW.006 
Pancoran Mas,Depok. 
Umur  : 8 tahun 
4.  Nama  : Abbiyu Alfaiq 
Alamat  : Jl.gang nyamuk RT.005 RW.006 
  Pancoran Mas,Depok. 
Umur  : 5 tahun 
 
Kronologis kejadian yang di ceritakan langsung oleh keluarga korban selaku 
anak perempuan dari Sri Hartati yaitu Selfie. Dimana Sri Hartati dan Aisyah 
Zahra Ramadhani meninggal dan Abbiyu kritis pada tragedi runtuhnya 
jembatan penyeberangan orang di Pasar Minggu Jakarta Selatan pada 
tanggal 24 September 2016 : 
                                                          
       103 Wawancara dilakukan pada Nani Ratnasih selaku Ibunda dan Nining Selaku Saudara 
Perempaun, di Kediamannya, pada tanggal 26 September 2017.  
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 Sebelum mencertikan kronologi Selfie memberitahukan kalau Zahra dan 
Abbiyu adalah cucu dari ibundanya. 
 Selfie pun mulai menceritakan kejadian tersebut karena ia disebut-sebut 
sebagai saksi dari kasus runtuhnya jembatan penyeberangan orang di Pasar 
Minggu Jakarta Selatan. Pada hari itu tanggal 24 September 2016 kami ( 
saya, bapak, ibu, Zahra, dan abbiyu) mau menjenguk kakak saya atau ibu 
dari kedua anak ini di asrama TKI yang kebetulan pada hari itu Zahra 
berulang tahun. Bapak dan abbiyu naik kreta untuk sampai di asrama, saya 
naik motor bersama ibu dan Zahra. Waktu tak terasa jadi kita mutusin untuk 
pulang, karena cuaca tiba-tiba berubah yang tadinya terang dan panas 
sekarang jadi gelap kayak mau hujan deres, berhubung mama enggak enak 
badan jadi mama, Zahra dan abbiyu di bonceng sama bapak ke stasiun biar 
pulangnya naik kreta aja. Nah selanjutnya saya juga mau anterin bapak ke 
stasiun biar bapak, mama, Zahra dan Abbiyu pulangnya naik kreta. 
 Enggak lama bapak dari anterin mama, Zahra dan abbiyu bapak melihat 
kemacetan panjang di dekat jembatan tersebut. “ saya berfikir ada apaan ini. 
Saya telepon istri saya. Saya tanya mak kamu dimana? Ternyata yang jawab 
bukan istri saya tapi pihak rumah sakit dan menyuruh saya datang ke RS 
Siaga. Pada saat kejadian bapak langsung naik mobil ambulance menuju RS 
Siaga untuk menemui mama. Nah sesampainya disitu mama masih sadarkan 
diri Cuma mengatakan “sakit”. Bapak pun mencari kedua anak-anak ini 
ternyata  berada rumah sakit Zahra di RS Siaga tetapi nyawa nya tak 
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tertolongkan dan Abbiyu di RS Fatmawati. Dan mama pun ikut menyusul 
Zahra pada pukul 19.15 WIB.   Saya pun langsung menuju kerumah sakit 
Fatmawati untuk melihat kondisi Abbiyu. Ya ampun saya hampir tidak 
mengenali abbiyu dikarenakan wajahnya yang membengkak.  
 Segera dilakukan operasi rahang pada Abbiyu karena rahang nya. 
Dokter mengatakan bahwa abbiyu terbentur dibagian kepala dan itu 
menyebabkan gegar otak ringan sehingga ia lupa kejadiannya. Setelah 
sebulan lamanya akhirnya abbiyu sadar dari koma nya.104  
Adapun bantuan yang kami dapatkan dari bapak Ahok secara pribadi 
memberi uang senilai Rp.50.000.000-,. 
5. Nama   : Yana Widiarni 
Alamat   : Jl. Perumahan puri bukit, 
Blok m2 no 17 
Citayem, depok. 
Umur   : 32 tahun 
Pekerjaan  : Satpol PP 
6.    Nama   : Azkiry Al kabi 
Alamat  : Jl. Perumahan puri bukit, 
Blok m2 no 17 
Citayem, depok. 
Umur  : 5 tahun 
7.   Nama   : Ardiansyah Putra 
Alamat  : Jl. Perumahan puri bukit, 
Blok m2 no 17 
Citayem, depok. 
Umur  : 8 tahun. 
 
                                                          
       104 Wawancara dilakukan pada Selfie, anak Sri Hartati, pada tanggal 26 September 
2017. 
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 Kronologis kejadian yang di ceritakan langsung oleh Yana Widiarni 
salah satu korban luka-luka pada tragedi runtuhnya jembatan penyeberangan 
orang di Pasar Minggu Jakarta Selatan pada tanggal 24 September 2016 :  
Saat itu dirinya baru sjaa selesai melakukan arisan bersama teman-
temannya dan ingin pulang menggunakan kreta dari stasiun Pasar Minggu 
Jakarta Selatan. Sesampainya di JPO hujan lebat disertai angina kencang 
terjadi. Kondisi tersebut membuat ibu yang bekerja sehari-harinya sebagai 
honorer Satpol PP tersebut memilih berteduh di JPO Pasar Minggu. Namun 
enggaklama kemudian ia mendengar suara lengkingan dari besi yang mulai 
bengkok. 
Yana sempet berfikir ingin lari ke ujung sisi jembatan yang satunya lagi 
tapi dia mengurungkan niat dan langsung memeluk kedua anaknya. “ saat 
saya membuka mata lagi anak saya udah terpental tapi enggak jauh dari 
saya. Kami bertiga udah tertindih jembatan, azikry masuk ke dalam antara 
ralling dan reklame jembatan. 
 Tidak lama kemudian, ada pengendara yang berhenti dan memanggil 
mobil pik up untuk menggangkut kami ke rumah sakit. Ardiansyah sempat 
berkata “ ma ini beneran terjadi? ’’. Sesampainya saya di RSUD Pasar 
Minggu mendapat kabar bahwa Azkri harus di rujuk ke RS Tarakan dikarekan 
patah tulang di lengan sebelah kanan dan Ardiansyah bareng saya di kamar 
inap Lavender lantai 6. Banyak luka yang saya derita semenjak tragedi JPO, 
pada awal tragedi itu saya enggak ngerasa apa-apa, sesampainya saya di 
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RS barulah sebagian tubuh sebelah kanan saya ga bisa di gerakin. Banyak 
darah yang bercucuran dari celana saya. Tulang hidung saya patah. Dokter 
menyarakan agar bibir vagina dan lutut yang robek saya harus di operasi. 
Setelah operasi selesai saya lanjut untuk rongsen di seluruh tubuh dan 
mengetahui hasilnya, bahwa tulang ekor saya tergeser. 
 Setelah selesai dari operasi saya merasa belum bisa melangkahkan 
kaki saya. Usut punya usut operasi di bibir vagina gagal maka dilakukan lagi 
operasi.  
Sementara itu azkiry menderita patah tulang lengan kanan dan pinggangyang 
tak seimbang, sekarang pun kalau saya mengajak azkry jalan-jalan dia selalu 
meminta pulang jika mendung atau hujan sudah mulai turun. Azkry 
manenagis sampai meraung-raung untuk minta pulang. Saya sempat 
membawa azkry ke Padang untuk pengobatan tulangnya yang masih sering 
ia keluhkan. Sedangkan anak saya yang satunya Ardiansyah menderita luka 
robek di pantat nya.sekarang alhamdulillah udah sembuh. 
 Sekarang ini saya masih membutuhkan biaya pencabutan benang di 
lutut saya. Karena mengganti dokter yang menangani lutut saya sehingga 
mengakibatkan adanya daging numpang, alasan saya mengganti dokter 
karena biaya yang mahal. Belum lagi saya harus membeli vitamin untuk 
tulang ekor saya yang kalau kambuh saya enggak bisa melakukan apa-apa, 
berdiripun tidak sanggup. Adapun bantuan yang kami dapatkan dari pihak 
BPJS yang menggratiskan seluruh biaya Rumah Sakit. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. KESIMPULAN 
1. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur 
tentang perbuatan melanggar hukum, dimana dalam hal ini Dinas 
Perhubungan dan Angkutan Jalan selaku pengadaan, pengelolaan 
dan pemelihara  jpo, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat atau Direktorat  Jendral Bina Marga  selaku perencana 
bangunan jpo, dan Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta selaku 
penerima pajak reklame di media jpo. Diharapkan 
bertanggungjawab atau mengganti kerugian secara materil dan 
immateril sesuai dengan aturan yang berlaku kepada korban 
runtuhnya jembatan penyeberangan orang di Pasar Minggu 
Jakarta Selatan.   
2. Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menyimpulkan bahwa 
ketidak jelasan bentuk pertanggungjawaban disebabkan karena 
belum adanya peraturan yang mengatur tentang hak pejalan kaki. 
Hal ini juga menggambarkan ketidak harmonisan peraturan pada 
Dinas terkait dalam hal ini Dinas Perhubungan dan Angkutan 
Jalan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau 
Direktorat Jendral Bina Marga dan Dinas Pendapatan Daerah DKI 
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Jakarta. Sehingga bentuk pertanggung jawaban Pemerintah tidak 
didasarkan atas peraturan Perundang-undangan tetapi 
pertanggungjawaban karena Pemerintah adalah penyelenggara 
sarana dan prasarana.  
 
B. SARAN 
1. Disarankan kedepannya Dinas atau Pemerintah terkait yang 
berwenang atas fasilitas umum untuk mengevaluasi kembali 
sarana dan prasarananya, serta mengawasi hasil kerja dari Dinas 
agar mengurangi potensi (error in persona). 
2. Diharapkan agar dibentuknya peraturan khusus tentang 
perlindungan bagi masyarakat khususnya bagi pejalan kaki yang 
melintasi jembatan penyeberang orang, dimana aturan mulai dari 
Peraturan Daerah, Peraturan  Gubernur, ataupun Peraturan 
Walikota sehingga mengakomodir kepastian hukum bagi pejalan 
kaki yang melintasi jembatan penyeberangn orang kedepannya. 
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